
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR ~ TAHUN 2023 

TENTANG. 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Pengalokasian dan 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo_nesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ! 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah _· 
(Lenibaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, · 

Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoilesia Nomor 567.~/f ;c:{ { 
,;-:-.:~ / 

::---:-;,,./ 
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5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pclaksamuin Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcmbaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 
Tambahnn Lcmbaran Negara Republik Jndonesfa Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa knH terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tohun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Norn.or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norn.or 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Norn.or 
114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Norn.or 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kep~a Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pemben.tukan Produk Hukum . Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Deaa (Berlta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang 
Pemofongan, Penyetoran dan Pembayaran Juran Jruriirian Kesehatan 

Bagi K. epala Desa·. dan Perangkat Desa (Berita Negara Repub ... li· ·k•./ · 
Indon~sia Tahun 2019 Nomor 1802); · · . 

. . 
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16. Peraturan Mcntcri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmjgrasi Nornor 1 Tahun 2015 tcntang Pedornan Kewenangan 
Serdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Serskala Lokal Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 158); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Te·rtinggal, dan 
Transrnigrasi Nornor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787); 

20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
dan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 
2017, Nomor: 954/KMK.07 /2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 
: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan 
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa; 

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/ Jasa di Desa; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2022 Nomor 3); 

24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan 
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan­
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2019 Nomor 63); 

25. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita . Daerah 

Kabupaten Ogan Kornering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) t. 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47); f 



Menetapkan 
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26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 
85); 

27. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 
Nomor 74); 

28. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 
66). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, 
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN AWKASI DANA DESA (ADD) 
SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya 
disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan f 
Komering UJu Timur. 

8. Kecamatan atau yang disebut dengan narna lain adalah bagian · 
wilayah dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang 
dlp!mpin oleh Carnal J{abupaten Ogan Komering Ulu Timur. ( 
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9. Desa adalah desa clan desa adat atau yang disebut dengan nama 

Iain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan pralearsa masyarakat, hale asal usul, dan/ atau hale 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten dan digunakan untulc membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Penghasilan Tetap atau Siltap adalah Penghasilan yang sah dan 

diterima secara teratur. 

12. Tunjangan adalah tunjangan yang sah dan diterima secara teratur 
oleh Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. 

13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa; 

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau 
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhari kegiatan yang 
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa 
. (RKD). 

21. Pengcluaran Desa adalah uang yang · keluar dari Rekening Kas Desa 
(RKD). . 

22. Pendapatan · adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun 

:!"'en yang menjadi hak desa den tidak perlu dilrembalikan oleh f 

7 
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23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima 
kembali oleh desa. 

24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

26. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

27. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKD. 

28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 

29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang mer,jaJankan 
tugas PPKD. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

31. Rekening Kas Umum Oaerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

34. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan 
kesehatan atau . iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh 
Pemerintah Pueat atau Pemerintah Kabupatcn. ( 
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35. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangk:at Desa yang telah 
membayar iuran jaminan kesehatan. 

36. Juran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Juran adalah 
sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi 
kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten 
untuk program jaminan kesehatan. 

37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 

38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 

39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama 1 (satu) periode anggaran. 

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingk:at DPA 
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran 
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang 
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam APBDesa. 

41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian 
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APBDesa. 

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran 
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang 
anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. 

43. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa. 

44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa 
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar 
yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening Kas untuk 
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh Kepala Desa. 

45. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingk:at RPD adalah 
Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan dana dari 
Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per-Sumber dana 
berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa. 

46. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi 
penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN) . berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 
16 digit dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos 
(NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya 
disamakan dengan surat setoran~ 

47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
· adalah · dolaimen pengajuan untuk mendanai 

f 
barang dan jasa. 

disingkat SPP 

kegiatan pengadaanr 
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48. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, 
adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan 
Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan. 

Bagian Kedua 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikelola berdas~kan asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. 

(3) Maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belanja 
Desa digunakan untuk mendanai : 

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

c. Tunjangan BPD; dan 

d. Operasional BPD. 

(4) Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belanja 
Desa digunakan untuk mendanai 5 (lima) Bidang yang terdiri dari : 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja 
Operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT; 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak desa. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) 
kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : 

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat desa sesuai 
kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 
secara partisipasi sesuai dengan potensi desa; 

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, 
kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan 

_ masyarakat desa; 

kesejahteraan, 

berusaha bagi r 
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d. rncndorong peningkaton Awada.ya gotong royong 
mnsyoraknt; don 

e. meningkatkun kcmundition dcsa. 

(3) Prlnsip pengelolnnn Alokasi Dana Deso (ADD) meliputi : 

a. Pengelolmm keuongan ADD merupak:att bagfo.n yang tidak 
tcrpisnhkan dnri pengelolaan kouangan desa daJam APBDesa; 

b. ADD wrencanakort, dilaksanakan da.n di.evaJuasi sccara terbtl.ka 
dengan melibatkan masyara.kat deaa melalui lcmbaga 
kemasyarakatan; 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif dan teknis scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

d. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali. 

BAB III 

SUMBER DANA AWKASI DANA DESA 

Pasal 4 

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten dengan 
Perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (OAK) 
dan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan 
Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

BAB IV 

PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN AWKASI DANA DESA 

Pasal 5 

(1) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I.a dan l.b Peraturan Bupati ini, dengan rincian 
Pagu ADD sebesar Rp. 84.790.000.000,- (delapan puluh empat mi1iar 
tujuh ratus sembilan puluhjuta rupiah). 

(2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk 
Penghasilan Tetap, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SOM) dan 
Penyelenggaraan Kewenangan Desa. 

BABV 

PENYALURAN AWKASI DANA DESA 

Paragraf 1 

Tahapan Penyaluran 

Pasal 6 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui f 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 
Rekening Kae Desa (RKD). 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat_ ( 1) paling ce.· pat minggu kedua pada bulan berjalan dalam tahun r 
anggaran berkenaan. 



Paragraf2 

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pasal 7 

Kepala Desa mengajukan pennohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) untuk anggaran lanjutan (DPAL) atau Tahap I (Triwulan I) 
kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan 
Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa, baik Dokumen 
Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan ditindaklanjuti 
dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, 
benar, dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen 
Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan 
beberapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV) melalui Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (lb) . 

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan 
lampiran: 

1. Ringkasan APBDesa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan 
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (la, lb). 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Alokasi Dana Desa 
{ADD) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB 
Gambar {RAB 2 - Kegiatan per sumber dana). 

e. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja pada Siskeudes untuk anggaran Triwulan I. 
{Lampiran VI). 

f. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Akhir Tahun (Triwulan IV) 
Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 
(Lampiran VIIl. 

g. Surat Pemyataan Pakta lntegritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, bermaterai 
Rp. 10.000 (sepuluh ribu) . {Lampiran VIII 1-

h. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP Tahap akhir tahun sebelumnya 
(Triwulan IV). (wajib jika ada). · 

i. Fotokopi bukti setor balik sisa dana Tahap akhir tahun ::tmnya (Triwulan IV) yang diterbitkan oleh Banlc. (wajib jika ( 
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j. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir 
tahun sebelumnya (Triwulan IV) yang disampaikan kepada 
Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib) . 

k. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

1. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lcmbaga desa 
Triwulan I per bulan (Januari s.d. Maret) yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa beserta Softoopy (Larnpiran X). (Dokumen) 

m. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

n. Lembar Veriftkasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

o. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen) 

p. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

q. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diveriftkasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). 

Pasal 8 

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap II (Triwulan II) kepada Bupati c.q. (lengkap, benar dan 
sah) berdasarkan Checklist Kelen~apan Dokumen dari desa, baik 
Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF}, dan 
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF} dan beberapa Dokumen Hardcopy, diantaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Permohonan · Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Sebelumnya (Triwulan I) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(lb), 

d. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap II (Triwulan II). 

fLampiran VI). 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwulan I), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII}. 

f. Surat Pernyataan Pakta lntegritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp. 
l0.000 (sepuluh ribu). !Lampiran VIII}. 

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 

teraan NTPN den NTB/NTP tahap sebclumnya. (wajib jika rule). r 



12 

h. Fotokopi bukti setor balik sisa dana Tahap sebelumnya (Triwulan 
I) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada) . 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
sebelumnya (Triwulan I) yang djsampaikan kepada Ca.mat 
melalui Kasi PMD Kccamatan (arsip wajib) . 

j. Surat Kuasa Pemindohbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kcpala Desa (Latnpiran IX). 

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa 
Triwulan lI per bulan (April s.d. Juni) yang ditandatangani oJeh 
Kepala Desa beserta So.ftcopy (Lampiran X). (Dokumen) 

1. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

n. Surat pengantar dari Carnet. (Dokumen) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). 

Pasal 9 

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap III (Triwulan III) kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, 
benar dan sah} berdasarkan Checklist KelengJcapan Dokumen dari 
desa, baik Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF}, 
dan ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

C- Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Sebelumnya (Triwulan II) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(lb). 

d. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja pada Siskeudes untuk Tahap III (Triwulan III). 
fLampiran VI). 

e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa te.ntang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwulan II), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran 
Vlll, 

f. Surat Pemyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima. bermaterai r 
Rp.10.000 (sepuluh ribu) . fLampiran VIII 1-
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g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (Triwulan II). 
(wajib jika ada). 

h. Fotokopi bukti setor batik sisa dana tahap sebelumnya (Triwulan 
II) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
sebelumnya (Triwulan) yang disampaikan kepada Cam.at melalui 
Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib). 

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa 
Triwulan II per bulan ( Juli s.d. September) yang clitandatangani 
oleh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X). (Dokumen) 

1. Melampirkan fotokopi Surat keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan {lengkap, benar dan sah) . {Lampiran 
XI.a). 

n. Surat pengantar dari Cam.at. (Dokumen) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Cam.at. {Dokumen) 

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah) . (Lampiran XI.b). 

Pasal 10 

( 1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap IV {Triwulan IV) kepada Bupati c.q. Cam.at {lengkap, 
benar dan sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
desa baik Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF}, dan 
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Cam.at 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a; Surat Pengantar dari Kepala Desa. {Dokumen) 

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
sebelumnya (Triwulan Ill) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(lb). 

d . Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap IV (Triwulan IV). 
{Lampiran VI). 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwulan III), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu).(Lampiran { 
VIIl. 
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f. Surnt Pernyat.011.n Pakto. lnt.er,ritas Tanggung Jawab Mutlak 
Pcngguna.on AJokusi Do.no Dcfla (ADD) diterima, bermaterai 
Rp.10.000 (Acpuluh ribu) . fJaA..tmpiron vm 1. 

g, Fotokopi bukti b11yo.r pajak kegiotun yang cUterbit.klln oleh 
Bank/Pos Pcrscpsi oto.o trn.nsnk&J penerimo.on negara dengan 
tcrann NTPN don NTB/N'fP tuhop ecbelumnyu (Triwulan Jll) . 

(wajib jiku ado). 

h. Fotokopi bukti actor batik shm dana tohop sebelumnya (Triwulan 
III) diterbitkan olch bank. (wajib jika oda). 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjo:wa.ban (SPJ) dcea Tahap 
sebelumnya (Triwu]an III) yang disampaikan kepa.da Camat 
mclalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib). 

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekcning yang ditandatangani 
oleh Kepala Oesa (Lampiran IX). 

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa 
Triwulan IV per buJan (Oktober s.d. Desember) yang 
ditandatangani o]eh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X). 
(Dokumen) 

1. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). 

Paragraf 3 
Pencairan Alokasi Dana Desa 

Pasal 11 
(1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kecamatan dibantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini 
Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian 
berkas kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut: 
a Memeriksa secara rinci lampiran dokumen Permohonan 

pencairan dari desa; 

b. Dalam hal dokumen permohonan pencairan tidak memenuhi 
syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kecamatan, memerintahkan penerima Alokasi Dana Desa 
(ADD) untuk melengkapi dan/ at.au memperbaiki dokumen 
permohonan pencairan dimaksud; dan 

f 
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c. Setelah dokumen permohonan pencairan diteliti dan 
dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada 
dokumen Checklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa 
dan Checklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan 
Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa tersebut 
yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari 
Desa, ditujukan kepada Kepala Sadan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan 
Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa, 
guna disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai 
pengantar dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan 
dari Kepala Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari 
Camat. 

(2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan 
harus mengajukan giro per kegiatan berdasarkan 
Rencana Penggunaan Dana (RPO) yang diajukan sesuai dengan alat 
pembayaran yang sah. ( 1 Giro untuk 1 Kegiatan). 

(3) Penerima Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung jawab penuh baik 
formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VI 

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
Pasal 12 

(1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai: 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 
(terlampir pada lampiran XII}. 

(3) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang 
terjadi di Desa. 

Pasal 13 

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a dibagi dalam Sub Bidang : 

a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
operasional pemerintahan desa; 

b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa; f 
c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan { 

kearsipan; 
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d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; 
dan 

e. Pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf b dibagi dalam Sub Bidang : 

a. Pendidikan; 

b . Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Kawasan permukiman; 

e. Kehutanan dan lingkungan hidup; 

f. Perhubungan, komunikasi dan informatika; 

g. Energi dan sumber daya mineral; dan 

h. Pariwisata. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf c dibagi dalam Sub Bidang : 

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 

b. kebudayaan dan keagamaan; 

c. kepemudaan dan olah raga; dan 

d. kelembagaan masyarakat; 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf d dibagi dalam Sub Bidang : 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian dan petemakan; 

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 

f. dukungan penanaman modal; dan 

g. perdagangan dan perindustrian. 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf e dibagi dalam Sub Bidang: 

a. penanggulangan bencana; 

b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan mendesak. 

Pasal 14 
(1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 

ayat (1) digunakan untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 
Desa pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja SILTAP, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa : f 
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan 

dengan Ketentuan yaitu ADD yang berjumlah sampai dengan 
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling 

banyak 60% (enam pulub persen). . r 
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b. Pcnghasilan Tctap scbagrumana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan scbagai berikut : 
1. Kepala Dcsu scbesar Rp. 2.426. 700,- (dua juta empat ratus 

dua puluh cnam ribu tujuh ratus rupiah). 
2. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224 .500,- (dua juta dua 

ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). 
3. Kasi Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puJuh dua 

ribu dua. ratus rupiah). 
4. Kaur Desa sebesar Rp. 2.022.200,· (dua juta dua puluh 

dua ribu dua ratus rupiah). 
5. Kadus sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua 

ribu dua ratus rupiah). 
c. Tunjangan MPD (Khusus Desa Persiapan) ditetapkan Anggota 

MPD sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . 
d. Insentif RT (Khusus Desa Persiapan) ditetapkan sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 

(2) Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati melalui Camat. 

(3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sebagaimana ayat { 1) 
dan (2) harus berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan 
Desa (Musrenbangdes). 

(4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

(5) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran 
XIII Peraturan ini. 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 
Alokasi Dana Desa {ADD) berpedoman. pada pedoman telmis yang 
ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

{2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat 
Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi 
pembangunan infrastruktur, dan/atau Tenaga Pendamping 
Profesional. 

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan d.ilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

(4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan 
swakelola d.ilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim 
yMg ditetapkan oleh Kepala, Desa dengan Surat Keputusan, terdiri 
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan 
desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

(5) Khusus untuk p'ekerjaan konstruksi : 
a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksariaan 

pekerjaan dari anggota TPK . yang dianggap mrunpu' atau ( 
mengetahui telmis kegiatan/pekerjaan; . · 
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b. dapat dibantu oleh pcrsonil yang ditunjuk dari clinas teknis 
terkait dan/atau pekerja (tcnaga tukang dan/atau mandor); dan 

c. setiap lolrosi pclaksanean pckcrjaon wajib memasang papan 
Proyek. 

Paaal 16 

(1) Kepala Dcsa bertanggungjawab ates penggunaan Dana ADD. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana ADD. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAINNY A 

YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT 

Bagian Kesatu 
Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 17 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, 
tunjangan dan penghasilan lainnya. 

(2) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI maka tidak diberikan 
Penghasilan Tetap. 

(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan 
dalam APBDesa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari 
RKUD ke RKD. 

(4) Penyaluran dana penghasilan _tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke masing­
masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Pasal 18 

{ 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa d.iberikan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember. 

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang d.iangkat sampai dengan 
tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap penuh pada 
bulan bersangkutan. 

{3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang d.iangkat setelah tanggal 15 
bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai 
bulan berikutnya. 

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti dalam waktu l (satu) 
bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang 
bersangkutan mengambil cuti. 

(5) Apabila jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kosong, 
diberhentikan sementara dan atau diberhentikan, maka penghasilan 

tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.~apat d.ialihkan untuk ( 
tambahan ADD bidang penyelenggaraan pemenntahan. 
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(6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat 
dicairkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan menjadi 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dianggarkan pada 
Peru bahan APBDesa . 

Pasal 19 
(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan 

karena yang bersangkutan : 
b. Habis masa jabatan; 
c. Meninggal dunia; atau 
d. Diberhentikan; 

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis 
masa jabatan, meninggal dunia atau diberhentikan sampai dengan 
tanggal 14 bulan berjalan, tidak lagi diberikan penghasilan pada 
bulan bersangkutan. 

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis 
masa jabatan, meninggal dunia atau diberhentikan setelah tanggal 
14 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap penuh pada bulan 
bersangkutan. 

Bagi.an Kedua 
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah 

Pasal 20 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa. 

(2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa 
mendapat penerimaan lainnya yang sah. 

(3) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APBDesa berdasarkan 
kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium 
PPKD dan PKPKD dan honorarium pelaksanaan kegiatan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI maka diberikan tunjangan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(6) Tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
statusnya Pegawai Negeri sipil (PNS), TNI dan POLRI pada ayat (5) 
ditetapkan sebagai berikut : 

a. Penjabat Kepala Desa Rp. 2.000.000,-

b. Sekretaris desa Rp. 1.500.000,-

C, Kasi 

d, Kaur 

e, Kadus 

Rp. 1.200.000,­

Rp. 1.200.000,­

Rp. 1.200.000,-

r 
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Bagian Ketiga 

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 21 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan. 

(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan 
rincian sebagai berikut: 

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi kerja dalam hal ini 
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta dalam hal ini penerima 
Gaji atau upah. 

BAB VIII 

KEKUASAAN PENGEWLMN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 22 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana climaksud pada 
ayat (1), mempunyai tugas: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APBDesa; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan Desa sebagaimana 
climaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 23 

PPKD sebagaimaria climaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas : 

a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur dan Kasi; dan 

c. Kaur Keuangan . 

f 
( 



21 

Pasal24 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 23 huruf a 
bertugas sebagai koo.rdinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .rnempunyai 
tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan 
APBDesa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan 
rancangan peru bahan APBDesa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 
tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa. 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepa1a 
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran 
APBDesa; 

e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menja1ankan 
tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai tugas : 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 

Pasal 25 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 

b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kesejahteraan; dan 

c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. melakukan tindakan yang mengakibntkan pengeluanm atas 
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnyn; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

c, mengend,pUkan ~giat.an lie&Uai bidang tuga,nya; 

d. menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; 

e. menandatangoni perjaajian kt,rja eama de.ngan pcnyedia a.tas 

pengadrum barang/ja38 · untuk kegiatan yang berada dalam 
bidan.g tugasnya; r 
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f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

g. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab 
penuh atas kcbenaran formal dan material atas dana kegiatan 
yang dikelola; dan 

h. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan 
menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita 
acara serah terima kegiatan. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdaaarkan bidang 

tugas masing-masing dan ditetapkan dalrun RKP Desa. 

Pasal 26 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud 

dalam Pasal 25 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya 
tidak dapat dilakukan sencliri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 
Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau 
Masyarakat, yang tercliri atas : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

C. Anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat' (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
pada saat penyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui 
Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 27 

(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. 

(4) Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari 
pencairan/penarikan uang di Bank. ( 



23 

BABIX 

PENGEWLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 28 

( 1) Keuangan Desa ctikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel , 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan ctisiplin anggaran. 

(2) APBDesa merupakan das·ar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. 

(3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan desa. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesa) 

Pasal 29 

( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan Desa ctilaksanakan melalui Rekening Kas 
Desa (RKD). 

(2) Rekening kas Desa sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan 
Kaur Keuangan. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh 
bukti yang lengkap dan sah. 

(4) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Kas Tonai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintahan 
Desa. 

(5) Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah 
dilaksanakan, berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut 
kepada kaur keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan 
mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Desa maksimal 
1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang cti Bank. 

Pasal 30 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam 
setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang 
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari 
yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

Pasal 31 

( 1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 30 untuk kegiatan pengadaan 
barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

f 



(2) Dalnm hal pembaynran peny,adaan barnng/ jusa belum dilakukan 
daJam wttktu 10 (~pultih) hnri kttja, Kaur dan Kmd pela.ksana 
kcgiaton o.nggaro11 wajib iner1gembnlikan dana ya_og sud.ah diterima 
kepada Kaur 1<eu ru:1got1 untuk dlsimpan do.lam kas Dcsa. 

(3) Kaut K uangan tncncatat pcng luarnn angp.,Dran scbar.,airrnma 
dimaksud pada a)'al (1 I kc dalam Buku Pcmb:antu Ks~ Tunai dan 
Buku Kns Umum. 

(4) Kaur den Kasi pelaksana kcgiata.fl an ggaran menyarnpaikan 
pcrtanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimima dimak!ntd 
pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembaya:ran pengarlaan 
bru-ang/jasa kepada Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris besa m.emeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran 
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan 
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah rea.1.iBasi pengeluaran pembayanm barang'f jasa 
lebih kecil dari jumlah uang yang diterima , Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke .kas Desa. 

Pasa132 
( 1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 
diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan: 
a. Pemyataan tanggung jawab belanja; clan 
b . Bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP ·sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

Sekretaris Desa berkewajiban untuk : 
a . meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan 

oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa 

yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersecliaan clana untuk kegiatan dimaksud; clan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dcngan 
hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. 

(5) Kaur Keuangan melalrukan pencairan anggaran sesuai dengan 
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan pcrsetujuan 
dari Kepala Desa. 

Pasal 33 

(1) Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai 
berikut: 

a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen anta,ra 
lain Rencana Anggaran Belanja (RAB} yang tclah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (Khusus RAB 
Fisik dilampirkan juga Pcrbitungan RAB fisik beserta RAB 
Gambar, dan lain-lain). 

f 
{ 
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b. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan 
pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja 
kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan 
scbagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Kegiatan 
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala 
Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa 
diterima dalam 1 kegiatan. 

d. Pengajuan SPP terdiri dari : 

1. Surat Permintaan Pembayaran; 

2. Pemyataan tanggungjawab belanja; dan 

3. Lampiran bukti Transaksi : 

a) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui 
Penyedia/lelang; 

b) Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa Berdasarkan 
Dokumen Penawaran Barang dan Jasa/Lelang (lampiran 
XIV); 

c) Nota Toko; 

d) Nota Desa (lampiran XV); 

e) Berita acara serah terima barang (lampiran XVI); 

f) Kuitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepala Desa 
(lampiran XVII); 

g) Dafta:r Tanda Terima Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Lembaga Desa per bulan (lampiran XIX); dan 

h) Dokumentasi Foto Kegiatan. 

e. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Selcretaris Desa 
berkewajiban untuk : 

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajuan oleh 
pelaksana kegiatan; 

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa 
yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dim.aksud; dan 

4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana 
Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

f. Berdasarkan SPP yang telah diveriftkasi Selcretaris Desa, Kepala 
Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur Keuangan 
melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan berdasarkan 
Pencairan SPP. 

g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur 
Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran ke dalam Buku 
Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum. 

h. Tata cara Pengajuan Surat Pennintaan Pembayaran · (SPP) 
terdapat pada (lampiran XX). 

Pasal 34 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib · menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

f 
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Pasal 35 

(1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas 
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak 
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja 
barang/jasa, dan belanja modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 
dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
(NTPN). 

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak ke 
dalam buku kas pembantu pajak. 

Pasal 36 

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk · mendanai 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 37 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan 
untuk: 

a. menutupi defisit anggaran · apabila realisasi pendapatan lebih 
kecil dari pada realisasi belanja; dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan 
dan/ atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBDesa tahun anggaran berkenaan. 

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai 
atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus 
diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancangan DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi OPAL 
untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 

· pertcngahan bulan De0Cll1ber tahun anggaran berjelan, ( 
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(6) Sekrcltlrls l)esn menguji kcscsu o.lan jurnlo,h angwmrn da.n siAa 
kcgiaton yang akan <lisuhkan dnlam DPAL. 

(7) OPAL ym,g telaJ1 disctujui mcnjacli dasar pcnyclesaian kegla.tan yang 
belum selesai atau lanjuum pada ta.bun anggaran beriku tnya. 

Bagian Ketiga 

Penatauso.haan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Pasal 38 

(1) Penatausahaan kcuangan clilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran 
dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum. 

(3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan 
secara tertib. 

(4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada 
Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang 
terdiri dari : 

a. Buku Kas Umum. 

b. Buku Pembantu Kas Tunai 

c. Buku Pembantu Bank. 

d. Buku Kas Pembantu Pajak. 

e. Register SPP Pengeluaran. 

f. Register Kuitansi Pembayaran. 

Pasal 39 

(1) Setiap belanja desa atas beban Dana ADD harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul 
dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak 
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana ADD yang disimpan 
/diarsipkan di Desa berupa: 

a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana; 

b. Kuitansi Pembayaran; 

c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh 
persen) dan 100% (seratus persen); J 

d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar -
hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Togas, Nota pembelian, 
tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, Dokumen Penawaran 
Barang/jasa atau Letang dan Surat Pesanan/Pennintaan ( 
Barang/jasa; 
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e. Rencana anggoran biaya (RAB) clitandatangani oleh Pelaksana 
Kegiatan, divcrifikasi olch Sekretaris Desa dan disahkan oleh 
Kepala Dcsa, (khusus RAB Gambar ditandatangani oleh pembuat 
Gambor dan diperiksa dan disetujui oleh Dinaa/Jnstansi terkait 
dan/atau Tenaga Profesional); 

f. Berita acara penyampaian Japoran pelaksanaan kegi.atan kepada 
masyarakat dan/ atau BPD melalui musyawarah desa; clan 

g. Berita acara penyampaian Japoran pelaksanaan kegi.atan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 40 

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa 
yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan 
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan 
Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang 
diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan 
melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 
langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan 
oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala 
Desa. 

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan 
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala 
Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran 
dan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 41 

(1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan 
kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas f 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Sekretaris Desa melaporkan basil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 

Desa untuk disetujui. . . . . . . . . . f 
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Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 42 

(1) KepaJa Desa mcnyrunpaikan laporan pclaksanaan APBDesa 
per triwulan dalarn bcntuk dokumen Hardcopy dan Softcopy (PDF), 
scrta dokumen elektronik (softcopy) Database Aplikasi Siskeudes 
kepada Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kecamatan (dalam hal ini satgas kecamatan) untuk digabungkan 
pada level Kecarnatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, 
dan selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi 
siskeudes pada level Kecamatan disarnpaikan ke Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level 
Kabupaten. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 
pertarna kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat 
dalam bentuk Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital 
(PDF), dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
dokumen digital (PDF) kepada Badan Pengelolaan Keuangan clan Aset 
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat minggu kedua bulan juli 
tahun berjalan. 

(5) Rujukan utama penyusunan laporan APB Desa adalah Buku Kas 
Umum (BKU), termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu. 

(6) Buku Bank/rekening koran bank dan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan/ atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan 
disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk 
memperkuat data yang tertera dalam Buku Kas. 

(7) Buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus 
dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan. 

(8) Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua 
aktivitas pelaksanaan dari penjabaran APBDesa yang terdiri dari 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(9) Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi 
kegiatan adalah : 

a. Buku Kas Umum (BKU); f 
b. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, Panjar, serta Buku Kas , 

Pembantu Tunai; 

c. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau laporan 

akhir. • kegiatan . anggaran yang disampaikan PKS dan sudah { .. 
diveriflkasi oleh Sekretaris Desa; · 

' . 
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d. Dolrumen APBDesa dan Penjabaran APBDesa; dan 

e. Dolrumen-dolrumen pendukung lainnya. 

(10) Sekretaris Desa mengindentifikasi semua kegiatan yang 
teranggarkan dalam APBDesa, dan selanjutnya dengan 
menggunakan format laporan pelaksanaan APBDesa Semester I 
(satu), dan juga merupakan bagian dari laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi APBDesa (Lampiran XXVI). 

Pasal 43 

( 1) Pemerintah Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung 
jawab penuh secara formil dan materil atas penggunaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

b. Surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima telah digunakan sesuai 
dengan rencana; 

c. Foto keadaan 100% (seratus persen) untuk kegiatan yang bersifat 
fisik; dan 

d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q. Camat dalam bentuk 
Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), dan 
selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen Digi.tal (PDF) 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada 
ayat (2) huruf c dan huruf d disi.mpan dan dipergunakan oleh 
penerima Alokasi Dana Desa (ADD) selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 44 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk Dokumen 
Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digi.tal (PDF), setiap akhir tahun 
anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen Digital 
(PDF) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita acara 
musyawarah BPD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana climaksud pada ayat (2) disertai 
dengan: 

a. Laporan Keuangan terdiri dari : 

1. Laporan realisasi APBDesa; dan 

2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
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b. Lnpor,m Ret1U.sasi Kcgialan; clan 

c. Dnflar progrum. cktornl, progrnm docroh dnn prowam lainnya: 
yon,it tnMUk kc dcso. 

(4) LaporaJ1 pcrt1mggut1gjAwoban Acbnf:{d rtrnna ,Hn·uiksud pada ayat (J J 

memJ,nkan bngion dnri lapotBn JJCnyclen~ro,m f'emcrintnhnn Dena 
akhir lnhun ,mggata:n. 

PasaJ 45 

( l) laporan seba.gaimana dimakeud dalam Pa8lll 42 cJn:n PasaJ 44 
dii11form.asikru1 kcpada masyantkat melaJui Media lnforma.si/ Banner 
lnforma.si minimal 4 (cm pat) Banner diantaranya : 

a. Banner APBDesa Awal (Lampira.n XXlIJ.a); 

b. Ba.nner APBDesa Pcrubahan Anggaran Kegiata.n (PAK) 
(Lampiran XXlll.b); 

c. Banner Realisasi APBDesa Semester Pertama. (Lampiran XXJll.c); 
dan 

d. Banner Realisasi APBDesa Semester Kedua (Akhfr tahun) 
(Lampiran XXIIl.c). 

(2) lnformasi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 

a. La.poran realisasi APBDesa; 

b. Laporan realisasi kegiatan; 

c. Kegiatan yang belum selesai dan./ atau tidak terlaksana; 

d. Sisa an.ggaran.; dan. 

e. Alamat pengaduan.. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian. Kesatu 
Umum 

Pasal 46 

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan. dan. Pengawasan Pengelolaan 
Keuan.gan Alokasi Dan.a Desa (ADD) yang terintegrasi dengan. pembinaan. 
dan pengawasan Pengelolaan. Keuan.gan. Desa. 

Bagian Kedua 

Pembinaan 

· Pasal 47 

( 1) Dalam nmgka pembinaan Dana ADD di tingkat Daerah dibentuk Tim 
Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

,(2) Tugws Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 

a.. MelabMakan penyebarluasan informasi · data dan keb.ijakan 
tentang Dana ADD. 
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b. .Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan 
Dana ADD; dan 

c. Memberikan Jnporru1 hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

(3) Dala.m rangka pembinaan Dana ADD di tingkat Kecamatan dibentuk 

'Nm Monitoring dat1 Eva1uasi Kecamatan dengan Keputusan Camat. 
(4) Tim Monitoring dan Evalua.si Kecamatan sebagaimana dimaksud 

pada aynt (3) terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 

c. Anggota. 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa; 

b. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APBDesa; 

c. Fasilitasi penatausahaan Keuangan Desa; 

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data 

dan informasi tentang Dana ADD; 

e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana ADD setiap tahunnya; 

f. Mengevaluasi APBDesa; 

g. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 

h. Memonitoring Pengelolaan Dana ADD di tingkat Desa; 

i. Melaporkan pelaksanaan Dana ADD; 

j. Membuka layanan kontak pengaduan Masyarakat; 

k. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat dan melaporkan kepada 
Bupati; 

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; 

m. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 
Desa; 

n. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 

o. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

p. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 

q. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 

r. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan Desa; 

s. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

t. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

u. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 

v. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

w. Fa.silitasi kerjasama antar-Desa . dan kerjasama De·s. a .dengan r. -
pihak ketiga; 
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x. Fasilitasi pem1.taan, pemanfaatan, don pendayagunaan ruang 
Desa. serta penet.apan don pcnegasan batas DcM; 

y. FBSiHtasi pcnyusunnn program dan pelak,:mnaan pcmberdayaan 
mMyorakat Dcst1; 

1.. Koordinasi pcndnmpingan Dean di wiloyahnyaj 

aa. Koordinnsi pclaksanaan pcmbangunan kawasan pcrdcsaan di 
wilayahnyo; 

bb. Fasi11tasi pcJalcsanaan mueyawarah penyueunan RKP Desa; 

cc. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Raricangan 
APl3Desa; dan 

dd. Fasilitasi dan koorclinasi dengan Dinas/Jnstansi terkrut untuk 
pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan 
yang beresiko. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 48 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana ADD meliputi : 

a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan; 

b. Pengawasan dilakukan oleh Masyarakat dan BPD dalam rangka 
meningkatkan kinerja Pemerintah Desa transparansi; 

c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas 
Kepala Desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan 
Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan 
menyerahterimakan kegiatan dimaksud kepada Kepala Desa; 

d. Pembentukan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat 
tercliri dari : 

1. Perangkat Desa; 

2. BPD; 

3. Kecamatan; 

4. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan 

5. Tenaga Pendamping. 

e. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan 
Monitoring Kecamatan; dan 

f. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

BABXI 

SANKSI 

Pasal 49 

( 1) Bupati melalui Camat menunda penyaluran Dana ADD, dalam hal 
Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

f 
r 
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(2) Rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikail oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan 

Dana ADD. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 50 

(1) Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan kepada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 
Kepala Din.as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal 
terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenai Dana ADD yang ditunda penyalurannya 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan 
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun 
Anggaran berikutnya setelah mendapat persetujuan usulan dari 
Apparat Pengawasan Fungsional Daerah. 

(3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa (ADD) di 
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD 
Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

BAB XII 
KERUGIAN KEUANGAN 

Pasal 51 

( 1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan, Kaur Keuangan 
dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau 
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara 
langsung merugikan Keuangan Desa, wajib mengganti 
kerugian tersebut dan menyetorbalikan kerugian Keuangan Desa ke 
Rekening Kas Desa (RKD). 

(2) Kerugian Keuangan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

(3) Dalam hal kerugian Keuangan Desa telah dilakukan pemeriksaan 
oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan/ 
ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan permohonan ADD tahap 
selanjutnya . 

. (4) Laporan . hasil pemeriksaan dari APIP menjadi Pengganti Laporan 
Realisasi Penggunaan ADD Tahap sebelumnya. ( 
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(5) Kepala Dcsa/Penjabat Kepala Deaa Melaporkan Realisasi 

Penggunaan Dann ADD Tohop eebclumnya dengan melampirkan 
Surat Keterangan Temuan APIP sebagai salah satu syarot Pengajuan 
Pencairan Dana ADD Tahap berikutnya. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 17 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Dite . . kan di Martapura 
Januari 2023 

OMERIN9'.ULU TIMUR 

UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR _; 



NO KECAMATAN KODE 

1 2 3 

1.2005 
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3.2017 

3.2018 
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3.2022 

3.2023 

3.202-4 

3.202.5 

3.2028 

3.2027 

3.2028 

3.2029 

4.2001 

4.2010 

-4.2011 

4.2012 

4.2013 

4.201-4 

4 CEMPAKA 4.2015 

4.2018 

4.2017 

4.2018 

4.20111 

4.2020 

4.2021 

Lampiran I.a 

JUMLAHPERANGKATDAHLEMBAGADESA 
SE KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Peraturan Bupati Ogan Komering Uh.I Timur 
Nomor : ; Tahun 2023 
Tanggal: lb .'.)aN..t1r'i u,1-'l 

PEMERINTAH DEIA 
NAIIADESA RT MPO 

KADEi SEKDES KASI KAUlt KADIJS 

4 

PEMERINTAH DESA TAN.JUNG KEMALA 1 1 2 2 5 

PEMERINTAH DESA KOTA BARU 1 1 2 2 6 

PEMERINTAH DESA KEROMONGAN 1 1 2 2 5 

PEMERIIIITAH DESA PERJAYA 1 1 2 2 e 
PEMERIII/TAH OESA SUKOMULYO 1 1 2 2 5 
PEMERINTAH OESA KOTABARU IIARAT 1 1 2 2 5 

PEMERIII/TAH DESA KOTABARU SELATAN 1 1 2 2 4 

PEMERIII/TAH DESA PERJAYA IIARAT 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA TANJUNG KEMALA IIARAT 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA SUKA RAJA 1 1 2 2 5 

PEMERINTAH 0ESA KURUNGAN INAWA 1 1 2 2 e . 
PEMERINTAH OESA PISANG JAVA 1 1 2 2 3 . 
PEMERIII/TAH OESA SUMBER AGUNG 1 1 2 2 4 . 
PEMERIII/TAH OESA TEBAT JAVA 1 1 2 2 e 
PEMERINTAH OESA SRIOAOI 1 1 2 2 2 

PEMERINTAH OESA TANJUNG BULAN 1 1 2 2 e . 
PEMERINTAH OESA WAY HALOM 1 1 2 2 7 

PEMERIIIITAH DESA KURUNGAN NYAWA I 1 1 2 2 5 . 
PEMERIII/TAH OESA KURUNGAN NYAWA U 1 1 2 2 4 . 
PEMERINTAH 0ESA KURUNGAN NYAWA DI 1 1 2 2 4 . 

PEMERINTAH OESA CIPTA MUOA 1 1 2 2 5 

PEMERINTAH DESAAMAN JAVA 1 1 2 2 !I . 
PEMERINTAH OESA SUKARAJA TUHA 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH DESA GANJAR AGUNG 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA MULYO AGUNG 1 1 2 2 4 . 
PEMERINTAH OESA MUOA SEIIITOSA 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH OESA S100 RAHAYU 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA TAWN¥3 RE.JO 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA TAN.JUNG RAYA 1 1 2 2 4 . 

PEMERINTAH OESA SIOO MUL YO 1 1 2 2 9 

PEMERINTAH OESA HARJO WINANGUN 1 1 2 2 5 

PEMERINTAH OESA PU.JO RAHAYU 1 1 2 2 2 

PEMERINTAH OESA TRIYOSO 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA SUMBER SUKO 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH OESA SUKO SARI 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH OESA GUMAWN¥3 1 1 2 2 5 . 
PEMERIII/TAH OESA 8EOILAN 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH OESA TEGAL REJO 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH OESA S100 GEDE 1 1 2 2 4 

PEMERIII/TAH OESA S100 MAKMUR 1 1 2 2 4 

PEMERIII/T AH OESA SUKA JAOI 1 1 2 2 2 

PEMERINTAH OESA SERBAGUNA 1 1 2 2 2 

PEMERINTAH OESA SUKARAMI 1 1 2 2 " . 
PEMERINTAH OESA GEOUNG REJO 1 1 2 2 6 

PEMERINTAH OESA SIOOOAOI 1 1 2 2 3 . 
PEMERINTAH OESA GUNUNG MAS 1 1 2 2 4 . 
PEMERINTAH OESA SUMBERSUKO JAVA 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH DESA KARANG KEMIRI 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH CESA KETAPANG (PERSIAPAN) 1 1 2 2 3 & 
PEMERIII/TAH OESA MOJOSARI 1 1 2 2 3 

PEMERIII/TAH OESA GUNUNG BATU 1 1 2 2 12 

PEMER1NTAH OESA UW< BARU 1 1 2 2 3 . 
PEMERINTAH OESA GUNUNG JATl 1 1 2 2 4 . 
PEMERINTAH OESA KURIPAN 1 1 2 2 2 

PEMERIII/TAH OESA NEGERI SAKTI 1 1 2 2 2 
PEMERINTAH OESA CAMPANG T1GA ULU 1 1 2 2 10 

PEMERIIIITAH OESA SUKARAJA 1 1 2 2 2 

PEMERINTAH OESACEMPAKA 1 1 2 2 10 

PEMERINTAH OESA SUKABUMI 1 1 2 2 5 . 
PEMERINTAH OESA CAMPANG TlGA 11..R 1 1 2 2 7 

PEMERIHTAH OESA MELUAI INtW-t 1 1 2 2 3 

PEMERINTAH OESA HARISAN JAVA 1 1 2 2 5 

PEMERINTAH OESA CAMPANG TIGA JAYA 1 1 2 2 e . 

. 

. 
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. 
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. 

. 

. 

. 
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&~ I I 2 2 6 . -·7 -·-•·- - ... .. -
&.roo& PCMF.;AINT"H DEBA l'\JLAU NECWV. 1 2 2 1 

l'f.Ml!:RINTAU OESA 8AUNO DADI 1 
... .. .. --_.._ -· -· . ·-5l!ll08 1 2 2 3 llUA't' PEMUKA ' ••• PEMERINTAH OESA TRANTANO 8AKTI 

-~- ... -• '- ...... ., __ ·- --· -- ·-·-·- --·--···. -~ 
PEUUNO &roar 1 1 2 2 e - PEMERINTMJ 0£SA PEMETIJNO IIASUKI 

--·----- - --·- ·- ~- .. .,. -· -- , .. •-
&2008 1 1 2 2 !I __ ,., __ .., ------- -·· __ _,_ __ -- .......... ..... .. --- -- ... 
62009 PEMERINTAH DESA PAHANO ASRI 1 1 2 2 3 ------~-·--·-- ,,, __ ,....__ _ ___ ,. ___ --.- -- ·---· G.2010 PEMERINTAH DES" BANTAN 1 1 2 2 8 ---- ·----- ----·- ________ ,__ 

62011 PEMERINTAH DESA BANDAR JAY" 1 1 2 2 2 - ·--------.... ----··--·-·-• ---·--·--.. --- ..... ___ --- ~- ••·-•----·•"' - ·--- . ·-
G.2012 PEMERINTAH Dl:S/1 NEOERI AOUNO JAYA I I 2 2 4 -~---- --------&2013 PEMERINTAH DESA 8"NTAN PELITA 1 1 2 2 e 
8.2001 PEMERINTAH DESA KARANO NEGARA 1 1 2 2 4 _.,, __ -----tl.2002 PEMERINT AH DESA RIANG BANOUNO 1 1 2 2 e -8.2005 PEMERINTAH OESA KOTA NEGARA 1 1 2 2 5 _,__ ----tl.200!! PEMERINTAH DESA KARTA NEGARA 1 1 2 2 3 -- · --- --- 1- ---8.2007 PEMERINTAH DES" PANDAN AOUNO I 1 2 2 3 
8,2009 PEMERINTAH DESA SRI MULYO 1 1 2 2 6 ----6.2010 PEMERINTAH OESA MARGO TANI 1 1 2 2 5 
8.2011 PEMERINTAH DESAJATI MULYA II 1 1 2 2 6 
8.2012 PEMERINTAH OESA PANDAN JAYA 1 1 2 2 4 

8 M"°'-NGSUKU I 8.2014 PEMERINTAH OESA RASUAN BARU 1 1 2 2 3 
tl,2020 PEMERINTAH DES" BANBANREJO 1 1 2 2 4 
tl.2021 PEMERINTAH DES" SUKA NEGARA 1 1 2 2 8 

tl.2022 PEMERINTAH DESA SRIKENCANA 1 1 2 2 4 
8.2023 PEMERINTAH OESA OAOtMULYO 1 1 2 2 3 
6.2024 PEMERINTAH OESA RIANG BANDUNG ILIR 1 1 2 2 6 

6.2025 PEMERINTAH OESA MARGOTANI II 1 1 2 2 3 

6.2026 PEMERINTAH OESA KOTA NEGARA TIMUR 1 1 2 2 4 

8.2027 PEMERINTAH OESA TAI..ANG GIRINO 1 1 2 2 3 

8.2028 PEMERINTAH OESA KALIREJO 1 1 2 2 3 
7.2002 PEMERINTAH OESA MENDAYUN 1 1 2 2 13 
7.2003 PEUERINTAH DESA GUNUNG TERANG 1 1 2 2 II 

7.2004 PEMERINTAH DESA KARTA MUUA 1 1 2 2 6 
7.2007 PEMERINTAH OESA SP. KARTA MULIA 1 1 2 2 2 

7.2014 PEMERINTAH OESA HARJO UUL YO 1 1 2 2 8 

7.2015 PEMERJNTAH CESA JAYA BAKTI 1 1 2 2 8 

7 MAOANGSUKUI 7.2018 PEMERINTAH CESA RASUAN 1 1 2 2 9 -
7.2017 PEMERINTAH OESA UENGUlAK 1 1 2 2 a 
7.20111 PEMERINTAH DESA JATI SARI 1 1 2 2 8 

7.2021 PEMERINTAH DESA TRI OAOI 1 1 2 2 4 

7.2022 PEMERINTAH OESA AGUNG JATI 1 1 2 2 9 

7.2023 PEMERINTAH OESA RASUAN ~T 1 1 2 2 4 

7.2024 PEMERIHTAH DESAHARJO MULYOJAYA 1 1 2 2 8 -
8.2002 PEMERINTAH DESA JAVA MULYA 1 1 2 2 5 -
8.2003 PEMERINTAH CESA GUNUNG SUGIH 1 1 2 2 3 

8.2007 PEMERINTAH DESA. MARGO REJO 1 1 2 2 3 

8.2009 PEMERINTAH CESA TRIMOHARJO 1 1 2 2 4 

8.2010 PEMERINTAH CESA TAMAN AGUNG 1 1 2 2 3 

8.2011 PEMERJNTAH OESA l<RLIJON 1 1 2 2 3 

8.2013 PEMERINTAH OESA KARANG ENDAH 1 1 2 2 3 

11.2014 PEMERINTAH CESA SRIWANGI 1 1 2 2 3 

8.2015 PEMERINTAH CESA ~YA NEGERI 1 1 2 2 4 

a SEMEHOAWAI SUKU DI 8.2018 PEMERINTAH OESA SUKA MULYA 1 1 2 2 4 

8.2017 PEMERINTAH DESA TARAMAN 1 1 2 2 3 

8.2025 PEMERINTAH OESA MU.JO RAHAYU 1 1 2 2 4 

8.202e PEMERIHTAH OESA TAMAN HARJO 1 1 2 2 3 

8.20ZT PEMERINTAH OESA MARGOOADI 1 1 2 2 .. 
8.2028 PEMERINTAH OESA TARAMAN JAYA 1 1 2 2 4 

8.2029 PEMERINTAH OESA KARANO MAROA 1 1 2 2 .. 
8.2030 PEUERINTAH DESA TRIMO REJO 1 1 2 2 e 
8.2031 PEMERINTAH DESA SRIWANGl ULU 1 1 2 2 3 

8.2032 PEMERINTAH DESA TAMAN MULYO 1 1 2 2 3 



PEMERINTAH DESA 
HO KECAMATAN KOOE NAMADESA RT UPD 

KADES IEKDES KAIi KAUR KADU9 

9.2004 PEMERINTAH OESA TANJUNO KEMUNINO 1 1 2 2 3 -
0.2005 PEMERINTAH DESA RAMAN JAYA 1 1 2 2 3 

0.200t'l PEMERINTAH OESA 8UMBER JAYA 1 1 2 2 .. ----
9.2007 PEMERINTAH DESA SUMBER REJO 1 1 2 2 3 

ll.200t'l PEMER1"1'AH DESA SUMBER SARI 1 1 2 2 5 
PEMERINTAH CESA SUMBER MAKMUR (PERSIAI 1 1 2 2 5 10 5 

11.2009 PEMERINTAH DESA TEOAI. SARI 1 1 2 2 3 

11.2010 PEMERINTAH DESA SRI BANTOLO 1 1 2 2 " 
11.2011 PEMERINTAH OESA SUMBER RAHAYU 1 1 2 2 ◄ 
11.2012 PEMERINTAH OESA MARGO MULYO 1 1 2 2 .. 

PEMERINTAH OESA MARGO MUL YO MAKMUR (P 1 1 2 2 .. 10 ... 
9.2015 PEMERINTAH DESA PURVYOSARI 1 1 2 2 2 
9.2016 PEMERINTAH DESA KARANG MANIK 1 1 2 2 " -

9 BEUTANGII 11.2017 PEMERINTAH DESA SUMBER HARAPAN 1 1 2 2 6 -
PEUERINTAH OESA BUOi LUHUR (PERSIAPAN) 1 1 2 2 " I 6 

11.2018 PEMERINTAH DESA KELI RE.JO 1 1 2 2 5 

9.2019 PEMERINTAH DESA TOTO REJO 1 1 2 2 " 
11.2020 PEMERINTAH DESA KARANG JAYA 1 1 2 2 3 

9.2021 PEMERINTAH OESA KEMUNING JAYA 1 1 2 2 3 

9.2022 PEMERINTAH DESA BANGUN RE.JO 1 1 2 2 ◄ 
9.2023 PEMER1"1'AH DESA BATU MAS 1 1 2 2 2 
9.202,4 PEMERINTAH DESA SUKA JAVA 1 1 2 2 " -
9.2025 PEMERINTAH DESA SRIJAYA 1 1 2 2 2 -
9.2028 PEMERINTAH DESA TEGAL BESAR 1 1 2 2 3 

9.2027 PEMERINTAH DESA DARMA BUANA 1 1 2 2 3 -
0.2028 PEMERINTAH DESA RE.JO MULYO 1 1 2 2 ◄ -
11.2029 PEMERINTAH DESA PURWOREJO 1 1 2 2 ... 
10.2001 PEMERINTAH OESA KUTOSARI 1 1 2 2 3 -
10.2002 PEMERINTAH OESA NUSA RAYA 1 1 2 2 3 -
10.2003 PEMERINTAH DESA NUSA TUNGGAL 1 1 2 2 ,4 -
10.200◄ PEMERINTAH DESA NUSA BAU 1 1 2 2 3 -
10.2005 PEMERINTAH DESA NUSA BAKTl 1 1 2 2 3 -
10.2008 PEMERINTAH DESA NUSA JAYA 1 1 2 2 ... 
10.2007 PEMERINTAH DE.SA NUSA TENGGARA 1 1 2 2 3 

10.2008 PEMERINTAH DESA NUSA AGUNG 1 1 2 2 2 

10.2009 PEMERINTAH DESA NUSA MA.JU 1 1 2 2 3 -
10 BELITANGHI 

10.2010 PEMERINTAH DESA SEM.I MARGA 1 1 2 2 2 -
10.2011 PEMERINTAH DESA KARANG SARI 1 1 2 2 5 -
10.2013 PEMERINTAH OESA TRIKARYA 1 1 2 2 5 

10.2016 PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA 1 1 2 2 3 

10.2017 PEMERINTAH OESA KARANO JADI 1 1 2 2 3 

10.2018 PEMERINTAH OESA DAOI RE.JO 1 1 2 2 ,4 

10.2019 PEMERINTAH OESA <Wm WARNO 1 1 2 2 4 -
10.2020 PEMERINTAH OESA SINAR BAU 1 1 2 2 2 -
10.2021 PEMERINTAH OESA SUU8ER RE.JO 1 1 2 2 3 -
10.2022 PEMERINTAH DESA RINGIN SARI 1 1 2 2 3 

10.2023 PEMERINTAH OESA KIRfA MAJU 1 1 2 2 3 

11.2001 PEMERINTAH OESA BAl\J RAJA BUNGlN 1 1 2 2 6 

11.2002 PEMERINTAH DESA TUI.ANG BAWANG 1 1 2 2 ... 
11 .2003 PEMERINTAH DESA SABAHUOH 1 1 2 2 ,4 

11 .200◄ PEMERINTAH 0ESA NEGERI RAl\J 1 1 2 2 3 -11 BUNGA MAYANG 
PEMERINTAH OESA PERACAK 1 1 2 11.2005 2 6 -

11..2006 PEMERINTAH OESA NEGERI RATU IIARIJ 1 1 2 2 3 -
11.2007 PEMERINTAH OESA TUNAS PERACAK 1 1 2 2 ,4 

11.2008 PEMERINTAH DESA SUKABARU 1 1 2 2 " -
12.2001 PEMERINTAH OESA TANJUNG MAS 1 1 2 2 6 -
12.2002 PEMERINTAH OESA TANJUNG SARI 1 1 2 2 3 

12.2003 PEMERINTAH OESA TOl<O RE.JO 1 1 2 2 6 -
12.2004 PEMERINTAH CESA SUU8ER ASRI 1 1 2 2 5 -
12.2005 PEMERINTAH CESA SUKA UAJU 1 1 2 2 3 -

PEMERIHTAH DESA SUKAJAYA (PERSIAPAN) 1 1 2 2 5 10 5 
12.2008 PEMERINTAH DESA SRIKATON 1 1 2 2 7 

12.2007 PEMERINTAH OESA LIUAN SARI 1 1 2 2 3 

12.2008 PEUERINTAH OESA SUUBER HARJO 1 1 2 2 ... -
122009 PEMERINTAH DESA SUMBER MULYO 1 1 2 2 8 -
12.2010 PEUERINTAH OESA KARANG TENGAH 1 1 2 2 3 

FBIERIHTAH CESA W0NODACI ASRI (PERSIAPJ 1 1 2 2 " 10 6 

12.2011 PEMERINTAH OESA BANGIJN HARJO 1 1 2 · 2 3 -



PEMERINTAH DESA 

NO KECAMATAN KODE NAMADESA RT IIPO 
KADES SEKDES KASI KAUR KADUS .. 

12.2012 PEMERINTAH OESA TAMBAI< BOYO 1 1 2 2 ◄ -
PEMERINTAH OESA BUMI RAHA YU MUKTI (PERS 1 1 2 2 2 4 15 

12.2013 PEMERINTAH DESA PENGANOONAN 1 1 2 2 5 -
12 BUAY MAOANG TIMUR 12.201◄ PEMERINTAH DESA RE.JO DADI 1 1 2 2 3 

12.2015 PEMERINTAH OESA SUKOHARJO 1 1 2 2 3 ------
12.2016 PEMERINTAH DESA SUMEDANG SARI 1 1 2 2 3 

12.2017 PEMERINTAH DESA ROWODADI 1 1 2 2 4 

12.2018 PEMERINTAH DESA SUKODADI 1 1 2 2 3 

12.20111 PEMERINTAH OESA KUMPUL RE.JO 1 1 2 2 5 ---
12.2020 PEMERINT AH DESA METRO RE.JO 1 1 2 2 3 

12.2021 PEMERINTAH OESA KEDU 1 1 2 2 3 

12.2022 PEMERINTAH DESA KEDUNG RE.JO 1 1 2 2 4 

12.2023 PEMERINTAH OESA BANYUMAS ASRI 1 1 2 2 3 

12.2024 PEMERINTAH DESA GUMUK REJO 1 1 2 2 2 

12.2025 PEMERINTAH DESA TANJUNG MUL YA 1 1 2 2 3 

12.2026 PEMERINTAH DESA RAMAN AGUNG 1 1 2 2 4 

12.2027 PEMERINTAH DESA BUKIT MAS 1 1 2 2 4 

12.2028 PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG 1 1 2 2 3 

12.2029 PEMERINTAH DESA BERASAN MULYA 1 1 2 2 4 

12.2030 PEMERINTAH OESA SUMBER TANI 1 1 2 2 4 

13.2001 PEMERINTAH DESA BANDING AGUNG 1 1 2 2 5 -
13.2002 PEMERINTAH DESA NIKAN 1 1 2 2 4 

13.2003 PEMERINTAH DESA SURABAYA 1 1 2 2 9 

13.200◄ PEMERINTAH DESA WANA BAKTI 1 1 2 2 8 

PEMERtNTAH DESA SIOO MUL YO (PERSIAPAN) 1 1 2 2 5 29 5 

13.2005 PEMERINTAH DESA BATU MARTA VI 1 1 2 2 9 

PEMERINTAH DESAMARTA MULYA (PERSIAPAN 1 1 2 2 10 21 5 
13 MAOANG SUKU 111 PEIIERINTAH OESA TRI MARTA JAVA (PERSIAPA 1 1 2 2 10 22 5 

13.2006 PEMERINTAH OESA KARYA MAKMUR 1 1 2 2 7 

13.2007 PEMERINTAH DESA BINA AMARTA 1 1 2 2 7 

PEMERINTAH DESA BAN.JAR AGUNG (PERSIAPAI 1 1 2 2 7 18 6 

13.2008 PEMERINTAH DESA SUKA OAMA1 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI TIMUR (PERSl,I 1 1 2 2 7 20 5 

13.2009 PEMERINTAH DESA BATU MARTA X 1 1 2 2 6 

13.2010 PEMERINTAH DESA MARTA V JAVA 1 1 2 2 4 

14.2001 PEMERINTAH OESA TANJUNG KUKUH 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH DESA TANJUNG JAVA (PERSlAPM 1 1 2 2 4 a 5 
14.2002 PEMERINTAH DESA BETUNG 1 1 2 2 5 

1◄.2003 PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS 1 1 2 2 3 

14.2004 PEUERINTAH DESA MENANGA BESAR 1 1 2 2 8 

14.2005 PEMERINTAH DESA MENANGA TENGAH 1 1 2 2 7 

14 SEMENDAWAI BARAT 14.2006 PEMERINTAH DESAAOU MANIS 1 1 2 2 2 -
1◄.2007 PEMERINTAH DESA SUKA NEGERI 1 1 2 2 4 -
1◄.2000 PEMERINTAH OESA KANGKUNG 1 1 2 2 5 

14.2009 PEMERINTAH DESA SRI TANJUNG 1 1 2 2 ◄ 
14.2010 PEMERINTAH OESA KANGKUNG ILIR 1 1 2 2 4 
14.2011 PEMERINTAH DESA BETUNG TIMUR 1 1 2 2 3 -
14.2012 PEMERINTAH DESA MENAHGA SARI 1 1 2 2 3 -
15.2001 PEMERINTAH DESA KARANG MELATI 1 1 2 2 ◄ 
15.2002 PEMERINTAH DESA KARANG MENJANGAN 1 1 2 2 4 

15.2003 PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR 1 1 2 2 ◄ 
15.200◄ PEMERINTAH DESA TULUNG HARAPAN 1 1 2 2 4 

PEMERINTAH DESA HARAPAN MAKMUR (PER$l.l 1 1 2 2 5 10 5 
15.2005 PEMERINTAH DESA KOTA TANAH 1 1 2 2 4 

15.2000 PEMERINTAH DESA NIRWANA 1 1 2 2 6 
PEMERINT.AH DESA W~ JAVA (PERSIAPAN) 1 1 2 2 8 12 5 

15.2007 PEMERINTAH DESA BRUNA! MUUA 1 1 2 2 5 

15.2008 PEMERINTAH OESA KOTA MULVA 1 1 2 2 3 

15 SEMENOAWAI TIMUR 15.2009 PEMERINTAH DESA BUNGIN JAVA 1 1 2 2 3 

15.2010 PEMERINTAH DESA BURNAI JAVA 1 1 2 2 5 

15.2011 PEMERINTAH DESA MUUA JAVA 1 1 2 2 5 

15.2012 PEMERINTAH OESA MEL.All JAVA 1 1 2 2 5 

15.2013 PEMERJNTAH DESA KARANG MUI. YA 1 1 2 2 4 

15.2014 PEMERINTAH DESA WANASARI 1 1 2 2 8 

15.2015 PEMERINTAH DESA HARAPAN JAVA 1 1 2 2 3 

15.201& PEMERINTAH DESA UELATI AGUNG 1 1 2 2 4 

15.2017 PEMERINTAH OESA WAINA MAKMUR 1 1 2 2 5 

15.2018 PEMERINTAH DESA BAWANG TIKAR 1 1 2 2 ·4 

. •. 15.20111 PEMERINTAH DESA KARYA BAKTI 1 1 2 2 .. -



NO KlCAMATAN 

1!1 

t7 BELITANO JAYA 

KOOi N,U!ADIIA 

10 2001 1'£M£RINT,..H O(Si\ JAVAl'\JRA ... 

,eioo:i' - "™ERINTAli OEsA ou"°,.-MAY~"° ·,a 2003 PE~[IUNTAti' oe·s.,.·wi.v ~1./1~ ..•. 

1!12.004 l'tMtR;NT i\t1.bl:.8:i.',,1iiNO,\il . 
18 200, MiMEA;NT~H OESA TUMI.IAVA 

1& 200& PEMERiNTAH .OfSA C()N{X)t40 . 
II) ,001 p£M~ll<NtAH OESA. PERACAK JAYA 

18 2llOll PEMERJNTA►t tl£6A AAMMNO 
17 2001 PEMf!llNT.AH Dl1&A REJOSARI 

PEIIEIUNTAH DESA 

KADH ll!KDU KASI 

2 

2 
2 

I 2 

.! 2 
2 

2. 

2 

KAUR KAOUI 

·2 

2 

2 .. 
2 . ,. 
i 
2 
l 

s 
i 

2 
11200J "'"'ERl~T,.;. 1>6'5Asioo Ai:io·· 
11 ~ PE~t-R;NT AifoEs~ ai.NJ~A -n·eio 
17:irol PEMfRINT.AHDt&APAACA•TUNOOAI. "" 1 -- I ____ 2 ___ 2 . ,4 _ ____ _ _ ,_ . ,_. __ 

- - ··- -- PE~RIHTAHDESA~JAYA(PE.RSW'A/ 1 1 2 2 3 -4 -4 

F'EMl!ltlNTAHDESAPAACAJAYA(P!ftSIAl'M) I 2 2 3 8 3 1----f.-C....:..~--'-------._c_..--~-f-- - -t-----f---• ---•- I · · - · • ___ ._ ---· 

112005 PEMERINtAH Df:SA MAROA KOYO ..... I 1 2 2 3 

· , ,2000 · . PE"4ERINTAHCESA6UMBERAGUNO··· · · .... · ·--··! .I •· -·· ~ ____ .?. . ... .... .!. .... - ... ~ .. .. . 
17.2007 PE"4ERINTAH CESA KARSA JAYA 1 1 2 2 :l 

PE.IIERINTAHDESASUMBERJAYA(PERSIAPM) -··-- 1 --2 - 2 . 3 0 ,___ .. _. -~ 

17.200!! PEMERINTAHCESAWINDUSARI 1 .• _ _!_ -···• 2 ·-- - - ~ ···-· · 3- ··--
17.20011 PE"4ERtNTAH ·oeSA KARYA MAIO!UR . 1 2 2 -4 
·-=::.:.::...+ = PE:::.:::.ME::.A:.::INT;..=:AH:.::.:DE'.:.:&A:..::.:.SVMBER:::..::::..::.:.::::IW(MUR:.:.:..-- IPE_E_RSIAl-4 __ ..:+--·:+--2:.+-- 2-:-+--3::+ - - -•·13 - -·· .. -·-3 

17.2010_ PEMEAINTAHOESAGIRIMULYO ~ ___ -~ .• ••.•. .!L.. . _ _!. ·-·- .. __ -- · .. .. 
17.2011 PEMERINTAHOESAMAGUOONOO 1 1 2 2 3 

·- 172012 PEMERINTAHOESAARGOMULYO --•• - .-_-_ ....... _-_-_- 'i° ~:=--= ---~~.·~ .-.! ·-~··- ~ .:._~ -~-·-. ~:~~. 
17.2013 PE"4ERINTAH CESA REJOSARI JAVA 1 1 2 2 3 

18:_200::-1_
1
PE __ M_E_R_INT..cA..::.H..cC::.::E::.S..::.A..cTVG:::.:::.::U..::.M::.::U:.::LYO •. .:.... _ _ _ _ __ . - ·- · 1 _ 1 __ _! . ~ ---!_ _ ___ _ 

18.2002 PEMERINTil.HCESABANGSANEGARA 1 2 2 8 

18.2003 PEMEAINTAHOESA TUGU twlUM 1 2 2 .1 ___ 1_0 +------11---
182004 PEMERINTAli DESA TULUS AYU 1 2 2 ll 

t---18_2005_--+P_E_M__:E_RM......:.A..cli:..::D:.::E::.SA..:;.YOSO...::..:~Wl..:;.NANO.:......=.U::.:N.:...... ___ ...j __ _ ___:_ --~ ---~· - - ·--2· 1----3-1-----t - - · · -
18.2000 PEMERINTAH OESA KARANO BINANOUN 1 2 2 0 

18.2007 PEMERINTAH OESAJATI MULYO I 2 2 3 

18 

- 18- .2008--lf--PE- IIE_ R_INT._AH......:.OE:::.:::.::SA.::. . .:.PAN__;.OAN...::..:.::.SARc:... :...l_f ---- --I ·- - - --- - · --2 - ---2+-- - +----t---
BEUT":v'!"OANO t----t...::..:-:PE'::-IIE,..::.:.A=INT::::.:::.::AH:.=.:.OESA:.:..::.=BUR::..::.:.NAl=SAR~-1 ,..-UL-YA--(PERS- f--....:..jf---,-jf----:2+----:2+----:e:-t----:;1=2-r- - -:;5;1 

1.9. 

20 

BEUTANGIWL.YA. 

8/JAYPEIIUKA 
BANC3SARAJ,\ 

18.2009 PEMERINTAH CESA PEUTA JAVA 2 2 4 

18.2010 PEMERINTAH CESA MEKAR JAVA 2 2 3 

18.2011 "EMERfNTAHOESALUBUKHARJO 2 2 5 

11 2012 PEMERINTAH CESA TANAH MER.AH 2 2 8 

18.2013 PEMERINTAH CESA RANTAU JAYA 2 2 -4 - -1---+---+---+- - -+- - -·- -------- - · 
18.201-4 PEMERINTAHOESATESINOSARIMULVA 2 2 -4 

18.2015 PEMERINTAH CESA MARGA CtNTA 2 2 2 

18.2018 PEMERINTAH CESA KARANG SINANGUN JI 2 2 5 

19.2001 PEIIERINTAH CESA SARI GUNA 2 2 -4 

19.2002 PEMERINTAH CESA 5100 WALUYO 2 2 4 

19.2003 PEMERINTAHOESASUGIHWARAS 2 2 Ii 

111.2004 PEMERINTAHDESAREJOSARI 2 2 3 

19.2005 PEIIERINTAH CESA PETANGGAN 2 2 3 

19.200!1 PEMERINTAH CESA PURWODADI 1 2 2 8 

19.2007 PEMERINTAHDESASRIIIULVO ·· ·1 2 2 8 

19.2008 PEMERINTAH CESA ULAK BUNTAR 1 2 2 6 

19.2009 PEMERINTAH CESA SRIBU~YA 2 2 3 

19.2010 PEMERINTAH CESA SUKOHARJO 2 2 " 

19.2011 PEMERINTAH CESA TULUNG SARI 2 2 -4 

19.2012 PEMERINTAHDESAMIJLYASARI 2 2 2 

20.2001 PEMERINTAH DESA SRI BUNGA 2 2 3 

20.2002 PEMERINTA11.0ESA~M 2 2 e 
20.2003 PEMERINTil.H CESA PANO.AN SAAi Ill 2 2 3 

20.2004 PEMEAINTAH CESA RAWASAAI 2 2 4 

t-;20:;;--;;.2005;;;:;--i;PE;;;;;MERl;:;;;;;Nt:;;;Ni-;-;DESA;;;:;;-:-:;:S~:=;;:;;'A;:;:M;:;:ENANG=::-----t--:+----:+--=2f--...:2=-J...-......:2+---=-1-- -- ·-
20.200& ~MERINTAH CESA MUNCAK KA8AU t 2 2 11 

PAGU J,D0 TNfUN211'12 

PENYAWRAH NX:J TNil.JN 2022 
61SA~ND l(f,HJ TIIW( IALUR 

61SA DAM N10 Yl!HIJ TIDAi< 8AUJA 

20.2007 PEIIERINTAHDESASRIIIUl»I 1 2 2 5 

.IUMLAH 321 321 UO UO 1.421 

84.790 000.000.00 

84.7W.000.000,00 

-810AN0(11 • PENV~ PE~INTAH DESA 

- IIIDANO 02 • PEMBAHOUNAN CESA 

• .,........., w ~,...,.._,.,.,,_..,~PESA (TERMA6UK PfNYeRTMN UOOAL) 

• BIO.I.NO 04 • PEMBEROAYAAN l,IASY 
.BIOl,NG~• 8ll)ANG TIOAKTERDl)OA . 
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~ PEIEJIIWffN4 OEaA. lCOEAI AOUHO a .121«10.m 21.-..ox,.oo 44.A88.400.00 """2.eoo,00 121.332000.00 1.118&'12.Pl =~ .. 563.Q00.00 •-.oo --= AG7.CZl.lll 

5.21111 PEIIIER9ffNt DEIA. ~ MM 29.120.«JQ,00 21.814.000,00 44 . .taa.«x),.00 4.532.ao:,_00 17.0111.eoo,00 1.l"IS.l!m.00 24'7.120.C02.CO CZ.488.«m.CD c .•as.cnco e:z.-.00 ...,.,__..., 

I 
....... POIEMITN-1 D€1A MHU /\YU 211.12:1.400.00 21."4..000,00 44.411UOO,00 48.532.eoo,00 121.332000.IX> 1J18.1902.00 272.mli.«IZ.00 M.!11153.o:o.aa ea.m:1.IXIJ.00 ~ 11.427 AZl.111 

5.21111 POIEMrfTAH DESA flULAU NE~ 21. 120.400.00 28AaM.000.00 44A89.400.00 -4l.532.ll00.oo 1•.M4.800.CO 1 ,t 8.802.00 3Z1.819.2J2.CI) 80.ma.2X),a0 .,_,.,,,.00 ~ ff!IIO.em.oo 
O.:IDIII ...-fAHOHA-DAII 21.120.400,00 21.814,o:JD,CIO ........ «rl,00 41..SJ2.ICJ>,00 72.711.:XX,.OO 1.11a.au00 223.553.90'2.CXJ 58.-411.«.ID,OO . ... , •. aoa.co ...... ,, ... ,00.00 SUKJCZ.011 

• I 021111 P'£JIIERlffAH DE.IA TIIANTN«I IAKTI 2$1.120.«10.DO 211.IM.01Xl,.00 44 ..... 400,00 -41.!32.800.00 1"'5.511.40Q,CO 1.118.102,[XJ 211.3e.2..10'2.00 74.119.eoa,«I 74,e,1.eoo.m 7"-1519..BCD.00 12-.00:Z.00 

5.2DIII POIER9rll'AH OE:IA P£MET\MG IIA&lAO 211,120.400.00 21.aw.000,m ........ 400,00 41.532.eoo.m 1-45.9118.«JO,OO 1.111.em.oo 218.30Ull2,00 74.St9.IOO.CO 7•.111.a:o..m 7U1IUIOD.OO n.--.m 

i 5.2l00 PDIE.RWilTAH DUA PN-WriKlMRI 211.120.400.0C 21.IN.000,00 44Al8.«10,00 -41.SUIOO.CO 72.7111.200,00 1..111.m;z,oo = M .. 11Ulto,OO S-'11.ea:J.O:, 66.•1t.800JX) 54.214-"'Z.QII 

S.:ltl0 "81ERINTAHDEIASANTAN 29.120.400,00 :ie .... 00000 .,,uee.«x».00 41.532.llOO.CO 1.-S!llfl.G ,00 1.911.IOUC 211.3152.802.00 7,4.e,1.eoo.oo 74.111.SJD.00 74.119..!IOO.a:, n-= 
S.:lt11 PEMERltlTAH OEM. IANCINI: JAY/\ 29.120.400,00 a ... CllO.oo 44."81UOD.00 41.532.1001:IJ 41..5:12.aa:>,OD 1.911.102,00 191.211.zrl..OD !!Q..J!D.Z)l),00 !1Q.3153.2l0.00 !!0.3!n200.00 -41.227.802,00 

5.2112 ll'EUERtHTNt DSIA Nfi.OERI AOUNO JA.YA 21.1:ll,-400,00 211 ..... (l)Q..OI) 44.481.,400,00 -41.532JI00.00 97.011!.800,0D t.911.IOUC 2C.IZJ.m2.CI) 

... __ 
12 ... -400,CID c..-..a:s..oa IIUll)JC%JIO 

........ PEMER1NTMi DEM IANTAH PE.UTA 29.1Z.«:J0,00 .... 000,00 44 .... «rJ,00 -41=-x>.OO 146.ete.400.00 1.9"18.102.,Cm 211.352.802.IX> 74'.111.llltl0,.cD 74'..111.a:nDO 74.l1SUICll.CD n-= 
e.:r,o, POIERWTAH DIIA 1<,ARN«I NEGNtA .».120.-400,00 :ze. ... 000.00 -.."81.400,00 41.032.800,IX> 17.01115.Dl.00 1.118.802.DD 241 .820.QJ2.00 112. .... CJJJ,O a. .... 4100PJ S2.A8S,..1()0.a, oa.Jl0.8:l:Z.00 
e.:xm PEME9'1HTN1 OE.IA~ l9ANOUHO 21.120.«:ID,OO a .... 000,00 44.411."la,to 48..532..:1),00 1"5Bil8.«10.00 1.911.102.00 ........ 802,IX) 74.818.Dl.00 74..119.!Dl.OJ 14..SUl.tlXlJI> n.-=.m 
1.21011 POIERlffTAH DEIA KOTA NE<WtA 21.120.<IOD,OO 29 .... 000,DD 44.4M.400JJ) e .532.ax>,00 121.332.000,DO ,.., •. eaz.oo 212.0N._,., -.-oca.oo •-oo 81.'51000.CIJ &-427 . .CZ,CG ..,..,. PEUEMO'N-1 DEIA KAATA NEGARA 21.120.40).00 28. .. .000.00 '4.4811.CXJ,00 a53211to.CIO 72.711.:X,0,IX) 1.918.102.CO 221.'"'3.802,IX) 55 ... 11.!100.00 51.419.ICl).QD S.41:Slm:DJXI -U0117 PEMERfiTAH DE&A PAHONrol MJUNO 29.1al.CIO,OO 29 ... .000,00 

.._ __ 
•532.-».CO 12.7118..200,00 ,_...,,am,oo ZZ1m:J.IQ2.00 SC.419.100.DO 91.418.laJ,CO S4"ttl.8D0,00 -&2101 PEIERNTAH DE.SA SRI IIULYO 21.tXJ.CIO.OO 21 ..... 0Xl.,CO ......... 400.00 48.532.«:0,CIO 121.332.000.00 1.811.802.00 272.0N_,., 1111..SSJ.Cl:D.00 --IX) ........ 000,00 AC04C2.00 

&.:lt10 PEIIERNTAH DEIA M.MQO TA.NI 21. 120.A00.00 21 .. .cm.00 44.481.GJ.OO .ta.5l2.e::o.m 121.332.000.00 1.111.102.00 272.0N41ZZ.11> ........ caa.oo ........ 000.00 ea..553..m:lO,Ol •co.-oo 

i 
. .,.,,, PEMVINTAH DESA JATI MUI.YA I 21.120.400.00 ,._.000.00 44.411.«JO,U) 41.1532.ICO,CIJ 121.332.CD>,a:) 1.918.102,a) 272.0N.402,00 m."53..000,DC) aSJ.Qal,(I) ........ OID.00 &Cl1.IIC2,JID ..,.,,. PnERWTNi DE&A ftNrfONII JAVA 21.120.«Xl..00 a•u1co,oo 44.418.400,00 48.532.IDD.00 '17.01!15.to'l.00 1.91111.10:2.00 247.82l.0112,ll0 G..4&CO.a0 12.-AOIUII S:,-00 ... .........., 

• I 
. .,.,,. PEMElll<TAH DEIA .,_ IIMU 21.120.a .00 Z.914.0:0,00 44.411.-400,00 '8.032.eoo,00 72.711.200,00 1.M&.l!IO'l.00 223.1553.ec:z.00 58.-419.llm_CO 9&418.IO!lOO "'-41UOO.l)I) S4.2M.:IR.00 

•= PalEAINTAH DEIA ~IE.JO 211.120.-400,00 x. ... CXI0,00 ......... 400,00 -41.532.800.00 11-"""·-IX) 1.918.tl02.00 2'fl.120..QX2..DO 52. ... C0.00 c..-.«JJ.(J) e:z.-ao .,_.........., 
112)21 PEWER1NTNi DE.MeuKAHEQMA. 21.,:zo.400,00 a .... 000.00 '4.491UOO.CX, .. IIJ2.IDD.00 1415.!llll.«ID.00 1.911.1!102.00 -302.802,00 7t.lS11.eu:>JX> 74..111.a:m.a> 7"-119.8Cl).Q) n.~ 
ll2JZ2 PEMERWTNi DEM Ml<EHCNM 21.120.a .00 21.54.000,00 ....... _4CX).CJD 41.532.l!ICUOO 17,°'5.SJO,CO 1.11&.a:12.0D 2-17.820.002.CX> G.411.40).(X) CZ.41111.CXl.CO 12. .... 4CG,Q), -00 
121>3 PEMERINTAH DUA DADtMUL YO 21.120.'400,00 :at.lliM.000,00 44.4118.-400,0CI .... 532.ICCl,OD 72.lW.lD0,00 1.91UIQ2,CXJ 223.!SS3.e02.00 51..4tt.aco.OO ... ,■. ltll.CI> "-4'9.100.DO ~00 

""°"' P£JIERNTAH DIM ltiAHG 9ANOUNQ IUfl 21.120.«x).OO :ie .... 00000 44.481.-400,00 <44.532.U,,00 1-45.Gile.«>0,00 1.118.102.00 211.3152.8Cl2,,CD 74.811.«o.00 74..811.tnl.CI) 74..stl.lCD.a:t n~ 
8.2025 PEMEQtlTAH DESA MAROOTAHI I 21.120.4IXl.00 21.9'.000,CO -M .4'1118..GJ,0(1 .41.W..!IXJ.CID 72.7911.21Xl.00 1.11111C12,00 221553.eaz.a, 51.•1t.a'.lll,CD !511.41ta'll.DD -•11..aco.00 ~ ...... PEIIERINTAH OEM KOTA ~ TWUR 21l.120.400,CIO 21..ec.000,00 44.481 . .«XJ,OO "8.532.llOO.OO '1.01!15.eoo.co 1.e,u:a,oo ~7.120.CllZ.00 12..4191.«:0,00 a. ... «JJ,00 B2.4815..4CIJ,OO. 8D.3110.9:l2.00 
8.211Z7 PBIElftlTAH DUA TA&.N«l ~ING 29.120.-400,DO 21 ..... 000.00 ......... «JD.00 41.!SJQ.l!ICl).CO 72.7111.200.DD 1..118.102,CI) 223.551..eaz.oo S-'1SmD,CXI Sl.411.100..00 '8.419.a00.00 ~ 

""""' P£11EAWTAH DE.IA~ 21.120 . .00,00 a ..... 000.00 44.481.CD,a:) 41.!32.900,00 T21W.:XX,.OO 1.91U0'2.00 221.551802,IX) S&.-'19.a:xl.OD 51.411.-,0.DQ !58.419.IOD.00 ~ 

7.2112 POERllffAH DEM ~YUN 21.120.«J>.00 :ie..-.000.00 44.48l400,00 48.53.2.9:J),U) 315.INSJ20).,CI) ,..,e.eaz..oo '81.217.I02.DO 1\7.OIIU00,CIO 117.0IS..■a>,OO 117.cm.GJ.CO 114..9m..JDZ.CID 
721113 PaE.RINTAH DEM. GI.MUNO TE RANG 21.120 . ..ao.oo •-000.00 44.411.400.00 -41.53211m,flJ 211.YR .800,0D t .91UC12,(I) -•S2JXIUJO 9'2..819.CIO,.(X) R.111.«x>.CO 112.819....00,CI> 10.-.-.00 
T.2004 PEMERINTNf OEM KMTA 11UUA 29.tZJ.400,00 211.914.(XIQ,00 4,4411.400,00 41.532JOO,IX> 121.332.000,00 1.tta.102.00 ffl..ca.C'l2,00 -,S:S.QJ0,,00 ---IX) ee.:,s,..000,00 91..».c.cn 
721111 __,...,DEM•• l<MTA ""'-"' 29.120.-400,Ctl 

___ 00000 

44.-481.«o.m 41.532..8:X>,CJO 41U3'UOO,CIO u,e.eaz.00 ,w.211.202..00 ... _... 90.lS1.2Q:).CJO !!0.353,200,00 -.zl?.ID'l.00 

I 72"4 PEIERINTNi 0EaA HNUO MUI.YO 21.12>.«JO,CID 2111 ..... 000.m 44.411.«JO.CO •.m.aco.oo 1"5.Sl.«JD,CIO 1.918.SX2,00 --802.00 7'-.'19.a:;1)..00 74.1tt.eco.00 74.4119..100.CD n..._oa:?.CC 
72"0 PEMEltlNTHi DI.MJAYA MKTt a .12>.«:0.a:> 21.9'4.QXl,00 44.411,-400.00 41.5l2.IOO,CI) 1e.sa.400.00 1.918.802.00 291..352102.QO 74.a,1.eco.00 74.111.«Q.QO 74..119..SX,.Q) ne.ma.m 

1 

I 
72"0 PEIIERINTNi DEM. RAaWI 29.1Z>.4Cl,\,.CO •-caa.oo '4.-4111.400,m 41.532.IC0,00 211.3Q7.eoo,oo t.t1Um.00 ~152.QCQ,OO .._.,.__ Ra"la«:o.co 9:Z.111.CIO.CO 9Q.93.Sl2.00 

T.2n1 PEMERfffNt OEIA MENQULN( 29.13:U00,IX'I 28.894.000,00 ......... CXJ.m -512.8.)0,00 1M.131.200.00 1.111ua2.oo 344.11115.ICl:2.CO tl.7'5:UOl,00 --- -~1012.CO M..CZ7-Zl2.Cl0 

72"1 POIERCHTAH OEM .IA.TI IMI 21t.131.«:X>,OO 29.194.000,00 44. .... «ICl,CID .. .532.acll,OO 1M.131.20Q,Cr) 1.t11.II02,00 3441115..802.00 a7'2.aco.oo -~--QI) 
__ _.,. 

•u:u-=.oo 
7.2121 ~AHOU,t,T1'tl),\l)I a .12>.400,m a ... .000.00 44.-4M.4IXl,OO 48.532.800,00 w.cm.eoo,00 1.911.C2,00 2'67.120.002.CQ Cl.4811.«x:l,00 ct411.«l0.0D ""---"' ..,_......,..00 

T.2122 PDIEIIM'N4DEM-JATI 21.120.«xJ,CXJ :ze .... 000.00 44.481.«>0,0D 41.532.eoo,a, 218.301.eoo,00 1.91&102.00 3'8.152.C02.0D 1:2.811.-400.00 C.119.400.0D 121t9.4'Xl00 to.-802,00 

T.2123 P£MEIIINTAH DEIA .,_ IWIAT 21.120A00,00 ,._ .. _caa.oo 44.-491.400,00 41.832.IOD,OO '7.0915.100,00 1 .81&1102,00 247.820.002.00 a:t .... 400.00 a. ..... «10..00 c..._a,.oo llll.3C.ea:,m 
7.ZI>< PEMERlfrlTAH CESA tiNUO WUL'l'D JAYA 21,,,.,.400.00 ,.. .. .000.00 44.411!1.400,00 -41.S32.eoo.00 114.111 .:mo.00 . . , .~1.802:.00 3,4,4..eee..an.00 •=eoo.oo N.JSZ.P:1,00 -.7'Stlll00.00 M.IV'~CIO 
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PIMEIIINTAHDOA <- j ~ ,.-, 

IWIADUA 1-,~,.....--,-,r--"".""'--,r---:---'.T""-----,------t --~-~ / \f lUUNI, ~ \ A1.0!CA81DMNI 

i:~:~~=~~:'. :,r~= ; ': Cl~= ;~ 11~s..: •i1=···· ;I~~~~ •,· .. · ·' TOTAL TAHAPI 
(TlUWUiMI) 

TAHAP • 
mawuwc ., T-• TAHAP rY 

(TIUwvLAN II) (TIUWUWI IV) 

. 
UDOa PEMERINTAHDESA.l.t.YAMUI.YA 

• a.'IDCD PEMERINTAH CESA ClUNUNG SUOIH 
· 11.2D07 P!MEIIINTAH DESA MAROO IIEJO 

. l!IDOI PEMERn'ITAH DESA ~ 

1.'2010 PEMERNTAHDESATAMAH •AO(INQ 

U011 PQIIERINTAH DE8A l<RW0N 

UD13 PEMERtNTAHDEaAIWtANOENDNI 

UD1◄ PEMERNTAH DESAIR1WANOI 

UD11 ~AHDESAIIUKAMULYA 

' &ZIZ! l'SERINTAHDESAY.J.10-W -

12131 _,-AH DESA T-HAAJO . 

B:2IZZ7 PEMERINTAH DESA IIAR000A0I 

&:m:11 -AH CESA T-JAYA 

UDi:111 PEMERINTAH DESll l<ARJINO MAROA 

llZ30 PEMERINTAHDESATRll,IOIIEJO 

&2131 PEIENffAHCESASRIWAHOIUI.U 

·&21132 PEMEIIINTAH DESA T- MULYO 

a120.cxi,oo 

:111.120.CXl.00 

:111.120.Gl,OO 

:111.120.400,00 

:111.120.400,00 

:111. 120.◄00,oo 

:111.1:2.0.400.00 

:111.120.◄00.00 

:111. 120 .◄00,00 

:111.120.400,00 

29.120.400.00 

29. 120.◄00.00 

:111.120.400,00 

:111.120.400,00 

:111.120.◄00.00 

:111.120.◄00,oo 

:111.120.400,00 

11.lDD4 PEMERl>ITAH DESA TANJUN<l KEMUNINCI :111.120.400,00 

8.z:al PEIIEllmTAHDESARAMANJ>.YA 29.120.400,00 

R!IDOI PEMERINTAH CESA SUMBEII JAVA :111.120.◄00,00 

l.:IDC7 PEUERINTN1 DESA SUNIEII IIEJO :111.120.400,00 

R!IDOI PEMERINTAH DESA SUMl!ER SARI 29.120.400,00 

-NCCU11.--..(P£lt&LI 211.UQ.C,OO 

211.8114.ooo,oo 44 ..... '400.oo <411.1532..100,00 121 .332.000,00 1.111a.ao2.00 m .oeuo2.oo 111.im.000.00 lll.5153.ax>,oo 

:III.IIIM.000,00 44 ..... '400,00 41.532.llOO.OO 72.7'811.zlO,OO U1U0'2.00 223.553.802,00 51U19.800.00 50.418.800.00 
111.5153.000,00 llll.◄77 ,◄a2,D() 

M..419.100,00 IM.294.2D2.00 
31.la4.000,00 44 ..... ◄00,00 48.832.800,00 72.7'811.'200,00 U1U02.00 223.!53.ao2,£0 50.◄11.1100,00 !5!1..41UOO,OO !le.419.800,00 S◄..-.202,00· 

211.IIIM.000.00 44 ..... '400,00 41.1532.1100,00 117.01115.800,00 U1U0'2,00 ~7.112l.OO:Z.OO 82.419AOO,OO 82. ◄811.400,00 82.419.400.00 10.3110.802.00 
211.8114.000.00 44 ..... ◄00,00 48.15321100,00 72.7'811.200,00 1.1118.802,00 2231153.ao2,£0 !511.419.800,00 5e.41U00,00 !le.◄19.100,00 !M.294.202,00 
31.IIIM.00000 44 ..... ◄00,00 48.1532.llOO.OO 72.7'811.200,00 1.PIS.802,00 223.5153.1!02,00 50. ◄1UOO.OO 50.4111.aoo.oo !!U1UOO.IIO !M.21M.2D2.00 
211.IIIM.000,00 44 ..... ◄00,00 <411.1532.800,00 72.7111.200,00 1.Pll.802,00 223.S83.80'2.D0 l!l.◄19.1100,00 5e.◄1UOO.OO ee.◄18.800.00 54.294.202,00 
211.IIIM.000,00 44 ..... '400,00 <411.532.800,00 72.7111.'200,00 1.918.802,00 223.l5e3.802.00 5e.◄1UOO,OO 50.411800.00 "8..419.800,11) IM.294.2Q2.00 
211.aM.000,00 44 ..... ◄00,oo .a.832.eoo,oo 117.01115.eoo,oo 1.Pil.802.00 2◄7.112l.OO:Z.OO 82.◄ae . 400,oo 112 _ _ ◄00,00 ~ .00 80.3IIO.etr2.00 
211.- .000.00 44.◄-400,00 <411.532.800,00 117.01!5.l!OO,OO 1.Pl 8.802,00 247.120.002,00 82.◄-SA00,00 82.419AOO.OO s:z.,.._◄00,00 ao.311l.ll02.IJO 
211.- .000,00 44.418.◄00,00 41.1532.800,00 72.7111.200,00 U11.802,00 223.11153.1102,00 50.◄19.800.00 !IU111.1100.00 !le.◄19.1100,00 !M.294.202,00 
211.- .000,00 44.418.400.00 <411.532.800,00 117.oel!.ll00.00 1.Bll.802,00 W .120.002,00 82..cee.400,CO 82.-.GI.OO 112.Aa◄00.00 90.3110,lll2.CO 
211.- .000,00 44.-.400.00 ◄e.s32 .I00,00 72.7111.200,00 1 Jl1U02,00 223.l5e3.802,00 l!e.◄ 19.II00,00 58.41SUJ00,00 5e.◄1UIJl,00 !M.294.:zm.OO 
211.IIIM.000,00 44.418,◄00,00 41.532.II00.00 97.oel!.IIOO,OO 1.1111.802,00 2◄7.120.002,00 82.419.◄00,00 82. _ _ 400,llO 112.Aa◄OO,tll 8ll.3II0.8CW)0 

211.1194.000,00 44.488.400,00 41.532.IIOO,OO 117.0ll!l.llOO,OO 1.P1U02,00 2◄7.120.002,00 82.-.◄00,00 82. _ _ 400,00 IIUM.«lll,00' 80.311011112.llO 

211.la4.000,00 44.418.400,00 41.1532..IIOO,OO 117.0ll!I.I00,00 1 .P18.802,00 2◄7.ll:lll.002,00 12.416.◄00,00 12.-.◄00,oo 82.--◄011.00 !ll3IIUll2,lXl 

211.- .000.00 ◄◄ .418.◄00,00 -411.1532.I00,00 121.332.000,00 1.PIS.802,00 27201111.◄a2,D() 111.551000.00 111.553000.00 9!5153.000.00 1111.◄27.◄az.00 

211.- .000,00 ◄◄."811 .400,00 -411.532.eoo,oo 72.7111.200,00 1.PIS.802,00 223.ee3.1102,00 e8.◄1Ul00.00 !5!1.◄19.800.llO !!11.419.llOO.OO !M.21M.2D2.00 

211.-.000.00 44."811.400,00 41.532.900,00 72.7911.200,00 1.911.802.00 223..5153.902.00 !511.419.800,00 !511!.◄19.80000 !5!1.◄19.80000 !14.294..azlXJ 

211.- .000,00 44.-.400.00 -411.1532..I00,00 72.7111.200,00 1.811.802,00 223.5153.1102,00 l!e.◄19.800,00 !5!1.◄19.800,00 5e.'19.eca,oo 5◄.21M..21JZOO 

211.1184.000,00 ◄◄ .41111.400,00 -411.532.800,00 72.7911.200,00 1.918.902.00 223.!le3.802.00 e8.◄19.800.00 l!e.◄19.800,00 !!8.4!HllWl0 5◄= 

26..- .000,00 44.488.400,00 -411.1532800,00 117.01!5.800,00 1.1118.802,00 247.ll:lll.002,00 112.-.400,00 112.-.◄00.oo 12.-.«XUlO Sl..Jlllt8C2.CD 

211.la4.000,00 44.- .400.00 ◄8.!!32.1100,00 72.7111.200,00 1.P18.802,00 223.5'5:3.1!02,00 ee.◄11.eoo,oo 5e.◄18.I00.00 51◄19.!100..00 ~ 

211.8114.000.00 44.41111.400,00 41.1532.900,00 121.332.000.00 1.918.1102,00 272011S.«l2,00 111.SSJ.000.00 1!11.551000.00 !ll.!!!!3.000,00 1!11.◄27 «12.00 

:ZS.1184.000.00 ◄◄ .-.400,00 e.532JIOO.OO 121.332..000,00 31l000Jl00,00 15.all.000,00 1.1111.802,00 32101111.«l:!.OO 81.3XLOll),al 81.JID.llll0.ll0 81..3Cli:al.OO ;"ll 117.Cllllll 

8!IDOI PEMERtHTAHCESA'TEQAI.SARf 29. 120.◄oo.OO 211.-.000.00 ◄◄.41111 .◄00,00 -411.532.1100,00 72.7111.200,00 1.918.1102,00 223.l5e3.1102,00 e8.◄19.1100.00 ee.•19.800.00 e8.419.l!IXl.DO 5◄, :.9Cll2.CO 

8.ztlC -AH DESASAI l!WITOLO :111. 120.◄00.oo 26..1184.000,00 ◄◄ .488.400,00 -411.1532..900,00 97.oee.eoo.oo 1.918.802,00 W.ll:lll.002.llD 12.--◄00.llO 112.-◄00.al 82.-◄00.0C 90.3"0.!ICZ.OO 

8.'2011 PEIIEIIINTAHDESIISUMBEIUIAIIAW :111.120.◄00,00 26..1114.000,00 ◄◄ .41111.400,00 41.t532JIOO,OO 97.011!5.llOO.OO 1.P18.802,00 2◄7.820.002,00 112.◄111. 400.Ql 62.-.400.llO 12.-.-.00 90.3111.!lllZ.00 

8.2012 PEMERINTAH DE.SA IIAA00 MUI.YO 29.1:2.0.400,00 26.1184.000,00 44.-4118.400,00 -411.532.800,00 f7.0615.I00,00 1.918.802,00 247.820.002.00 112.◄811. ◄00 .00 62.◄811.400.00 a:z.-.400.llO !C.3"0.!lllZ.00 

PEIIIEIINTNCDEBAMMOOMLLYO-..uff(F 211.120.400,00 211.54.000.00 44.-400,00 41.!32.1J00.00 17.lllll.eDO.OO 31.000.000.lll 12.Jl00.000,00 1.918.1112.liO 2115.B20.0C1:Z. 74.-◄-400.ll0 7◄.-.◄00 .00 n .-.-CID;OD 72.JSIJll2.:l0 

11.271$ PEMERINTN1DESIIPVRWOSARI 29.120.◄00,00 26..1184,000,00 44.4111.400,00 ◄8.832.1100,00 48.532.IIOO,OO 1.914.902.00 1!i8.287.202.00 !50.3SUD0,00 SI.E1200,00 ~oo ..a=.IIC2,IXI 

ll.ztll PBilEIIINTAH DESAKARANG IIANIIC :29.120.◄00,00 211.1114.000,00 44.411.400,00 -411.832.1100,00 117.01115.800.00 1.911.902.00 2◄7.120.002,00 62.-.GJ.00 1r2.-.◄00.00 112.-.◄m.oo !C.3BC.l!ll2.00 

1.2017 PEMERINTAH CES/1 SUMBER HAIIAPAN :111.120.400,00 26..1114.000,00 ◄◄ .4111.◄00,00 ◄8.532 .800.00 1 ◄5.!!118.◄00.00 1.P18.802,00 2!111.352.1102,00 74.819.llOO.OO 74.819.eoo.oo 7 ... 8fU00.00 72.-.a:zJll) 

PBEIICTNC DUI\ 111.D WttUR (P8UlW>AH) :a tzl.«JO.OD 211.1184.00G.IIO 44.418-400,lll -.00 f1 .llllll.eD0.00 21.100.000.00 19.DOQ.000.00 1 Jl11.lll2.ll0 291.ll20JIQ2JIO 71431.◄00,00 73.QI.CQ,00 73.CS400.00 7'~ 

112111 PEMERINTAH CESA KEU REJO :111.120.◄00,aJ 211.- .000.00 44.418.400,00 ◄1.532.IIOO,OO 121 ,332.000,00 1Jl11.802.00 272.0llll.«l2.00 ee.,sl.000.00 1!11..553.000.00 l!OUISl.000.00 Sl◄27.~ 

UD'II F\£MER!lfTAH DES/I TOTO IIEJO 29.120.◄00,00 211.la4.000,00 44.418.◄00,00 4'.532.800,00 f7.011!5.800.00 1Jl11.IICl2.00 W .120.002,00 112.-.◄00.oo 62.-.◄00.00 62.._«:!0.00• Sl.3IIIUC2,ll0 

1.2CZ PEMERINTAH DESA KARANO JAYA 29.120.◄00,00 26..-.000.00 44.418.◄00,00 -411.1532800,00 72.7111.200,00 1.P11.IIII2,00 223.5'5:3.1102,00 e8.◄19.l!OO,OO !!8.419.80000 ,e.,r.9.aco.m 54.2kZ2.0I) 

UD21 PEMEIIINTAH DESAKEUUNINOJ>.YA 29.120.400,00 211.-.000.00 44.488.◄00,00 41.1532.eoo.oo 72.7911.'200,00 1.Pl&IICIZ,00 223.5'53.902.00 !!8.◄1II.I00,00 !!8.◄19.1100,00 9U11.llOO.aJ' -~00 

11.zm PEMERINTAHCESABANGUNl!EJO :111.120.400,00 211.1114.000,00 44.◄18.◄00.00 -411.532.1100,00 f7.0ll!I.IIOO,OO 1.918.902.00 2'7.121l.OO:Z.OO 12..._◄00,00 e:z,-,,◄00,CQ 112.-.◄00.oo s:.:Jea.aQ.llO 

IIZIZl PEIIEIINTAHOESASIITUIIAII 29. 120.◄00,00 211.1114.000.00 44.488.400,00 41.532.1100,00 41,1532..1100,00 1Jl18.IICl2,00 1!i8.287Jll2.00 Sl.353.ZI0.00 !l0.353.JIIQ,OO 5U5l2CD.OO 41.2i!l'.s:;:.t'O 

11212◄ ~AHDESA&UKAJAYA 211.120.◄00 ,oo 211.-.000.00 44.4111.◄00.00 -411.5:ll.1100,00 117.oee.eoo,oo 1.911.eo:z.oo 2'7.1!20.002.00 12.-.◄00.oo 82.-.-.oo. 112.--cxi.oo e0.3111.!l:'4tc 

11:.m!! PEIIEIIINTN1DESASRIJAYA 29.120.400,00 211.1194.000,00 44.4111.400,00 41,1532..800,00 -411.!532.800.00 1.911.IIII2.00 1119.ll!l7Jll2.00 50.353.ZIO.OO !50.315:UOO.OO ~00 -e.=.-.a, 
~ PDIERINTN1 CESA 'TEGAI. BESA11 29.120.400,00 211.51.000.00 44."811.◄00 ,00 -411.532.900,00 72.7111.200.00 1.Pll.llCIZ,00 221953.102.o:J !!8.◄19.SlO.llD '51l,419.!ll0.00 !!S.4'i.9.!ll0.00 ~ 

UD27 l'EMERINTN1DESADIIRMAl!UANII. :29.1:2.0.◄00,00 211.-.000.00 44.◄111 .400,00 41.1532.ll00.00 72.7111.'200,00 1.911.802,00 223.5'53.1102,00 91.419.!00,00 !!8.•t9.Sl0.00 !!S.◄1S.!ll0.00. ~ 

l.llll3 POERINTAHDESAREJOMUI.YO :111.120.400,00 28.1114.000.00 ◄◄.418.◄00,00 41.532.eoo,oo 97.0ll!l.ll00,00 U11.802,00 ~7.820.002,00 S2-.<0,oo sz.-.◄00.00 152.-◄oa.oo SUl!C.!!C200 

a.:111211 -AH DESA PURWOREJO :111.120.400.00 211.1184.000,00 44.◄111 .◄00,00 41.5:ll.eoo,oo 97.01!5.eoo,oo u11.1102,oo 2'7.121l.002.00 82.-◄eo.oo sz.-.◄00.00 sz.•11umoo 911.311l-.m. 

10..2IIOI P9EM(TN1DESAl<UTOSARI 28.120.◄00,oo 211.118◄.ooo,oo 44.-.400.oo -411.532.eoo,oo 72.7911.200,oo 1.911.eo:z.oo ZZ3-5S3.902.00 ,s.,19.900.00 s•,uai.oo s,,9.,co,iJl -=.oo 
1o.zm PEMERIIITAHDEliANUSARAYA 211.120.400,00 211."'4.000.00 44.4111!.◄00,00 -411.532.900,00 72.799.200,00 1.911.902.00 223.ffl.la:,OO $419.Q.OO • . ,11.SlQ.OO !!S.4:;J.-.W ~ 

1o.zx13 PEMERINTAHDEliANUSATIJNOG,t,L :29.120.◄00 .00 211.-.000.00 ◄◄ .418.◄00,00 <le.532.!100,00 97.oel!.ll00.00 1.!111.l!C2.00 2"7.1!20.ll02.00 sz.-.«:0.00 s:.-.◄00.00 S!.-.◄00.00 110.310.·sc:!.00 

10.2D04 PEMEMfTN1DESANUSAMIJ 211.120.«X>.00 211.IIM.000.00 44.◄-◄00,00 -411.532.eDO.OO 72.7111.200.00 1.911.802.00 223.!i53.eatOO ,S.41-9,el'C,OI) ,1u111.ecc.oo llll.09.!Dl.JQ ~ 

10.2XI! P£MERllfTN1DESIINU&AeAl<T1 29. 120.◄00,00 211,"'4.000.00 44.418.◄00,00 41.i532.ll00.00 72.7111.200,00 1.!11U02.00 221!i53.102,00 S4'UOO.OO l!IS.tti.!l:'Cl,00 !!11.419.S:C.OO ~00 

10.2D09 POIERIHTAHOESIINUSA.IA'l'A :111.120.400,00 211.-.000,00 44.◄-400,00 <le.5:ll.ll00.00 117.085.eDO.OO 1,911.«ll.OO 2"7.&lD.002.00 S2-4CCl.OO ie.-400.00 C!.-.-oa:.oo IC.-l!C!.00 

11UDDT PUIElllNTN1 DESANUSll 'IVIGQNIA 211.120.400,00 211.IIIM.000,00 ◄◄ .418.400,00 ◄1.1532,1100,00 72.7911.200.00 1.t111-eazoo 223.el!Sl!C!.00 !IU'9.l!OO.,OO !!IS.01.aecc.oo 5UT\l.¥lC.OO ~ 

11)2JJI PE-1'N4DESAl!UaAAOUNO 211.120.400.00 211.•.000.00 44.◄ee.◄00,00 .ie.532.eoo.oo 41.532.ll00.00 , .,,e.eaz.oo 1911..--e1.moo S0.:,!53...-W.OO ~co S0.:ll5:UOO.OO •=ec::.oo· 

10.!IDOI -AHDESANU&AMAJU 211.120.«noo 211.-.000.00 44.◄ee.400,oo 41.532.800.oo n.71IEl.200.00 uia.eaz.oo zn-l!C!.oo ••1uoo,a! !5!1.•19-.30C.OO s,u.s:c.oo ~ 

102110 P£MERIHTN1 DUA SEHU .MMGA 28. 120.◄00 ,oo :ze. _ _ 000,00 44.418 .◄00,oo <le.1532.llOO.OO <le.832.llOO.OO 1 t>e.102.00 ,1111.....,_m,oo !!0.-=.oo !0,Jl53..."CQ.OO ~~.oo -.:rr.m::oo 
1Q..ztl1 P£IIIElllln'AHDHAIWWt01Mt 29. 120 .◄00,00 211.5'.000.00 44.◄-◄00,00 41.1532.llOO.OO m~.000.00 u1e.eo::.oo =°""-«.UOO aa.!!113.00Q,00 -~a:Q.00 ----- - ~ -Cl.lll 
102113 PEMERIHT.#1 DE.SA Tllll<ARYA 29.120.400,00 211.--000.00 44 .◄-◄00,00 41.SU!IC0,00 121.332,000,00 1 .918.alZ.00 2'1:l.Qllll.«l:1.00 -~CXX\00 $1.51!3.tlOl).OO •m.:xnoo 1!11...V.<Q;t.00 

10.llD11 PEMERWrAH DESA IIUKANE- 29.120.400,oo 211,1114.000,00 44.◄111 .◄00,00 -411.832.eoo.oo n .7911-200.oo 1.11s.moo m.ffl-901.00 •~uoo.oo !lil♦t>t.Sl0.oo s-1, uawi --.oo 

1Q..ztl7 P£MERIHTAHDESIIKMANOJADI :zt. 1:lll.◄00,00 :ze.-◄ .000.00 44.◄-◄00,00 41.5:ll.800,00 72.7W-200.00 1.91S.IIC2.00 a,.""'G,00 '5-4111.all.a! ~ 4>9.8.'0,,00. S4".3.l!IXlOO ~00 

10.2011 PEMERIN1'N1 DESADADI M.10 211.120.◄00,00 218.-.000,00 44.- .400,00 48.1532.800,00 97.015.eDO.OO 1.tll.!CC.00 W .0.002.tx! il:I--..-C:.00 C.-<Oll.W 112.-..:C.t'Q 80,311).ICll.00 

10.llD11 P£MERa(TN1 OESAOAHTIWAltNO 29.120.400,00 211."'4.000,00 44 .41!1!.◄00,00 -411.sJl,l!00.00 117,015.eDO.OO 1.1118.llm.00 Nl',Dl,oo:l.00 e-4'11.\00 c---._oo SHillU00,00 &~lal.00 

10.2m0 Pf.MERINTN4 DE.SA - IIAIJ 211.1:30.400.00 lll .-◄.000,00 ◄◄ .41111.GI.OO ◄8.1132.800,00 41.SSl.ll00.00 1.1111.902.00 1111l:»7.!C2.00 ~'""-~ $l.='1.CO 5l..~l:l:I &Z!l'."«::,OO . 
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l'IMEIIIIITAIIDIIA .. 
11T .a 

TAH.ul 
-TAI ' - -- JUIIUII '• 

,,_ -- TOTAL T-■ TNW' ■ TAIWIV 
NO .. ' lCMIIII ll!Clila ' - - - 111IUINII 111IUIMI rr-uiAHq cnvwuwc11 (TIIMUIAHII) (TlllWUlAN IV) 

.IUMLAII · - -- JUMLNI . -· 11lllUNI ftlliUUNI ftllUUHi ftlllUIANI ftllUI.ANI 
14Jl001 "8«!11NTAH Nao.T/IHJUN01(\)1(\JH 211.1.0.400,00 2UM.000.00 44.4811.400,00 4UIUll00,00 97.0M.ll00,00 1.1191102,00 2478lOCl)2_Cl) G .- .A00.00 G.-00 02--00 lll3l!0.802.00 

~-T--JAY,-...........,. 21.1:lll.4Clll.ll0 21.IIUJOO.OO 44 .• . 400,00 -..00,00 11.oa■oo.oo 21.1011.000,00 1S.D00.D00,00 1.111.102.00 21Haum.oo 71-400,00 n- 11.- 7U10All2.00 
14.Dl:I PNEMITAH DESA IETIJl«l 21.120.400.00 21.114.000,00 44.4811.400,00 4Ull.ll00,00 1%1 .332.D00,00 u1na2.oo mom.A02,00 -.sooo,00 •s.000.00 ll.!Zl.000.00 •w.Cl2.00 
Ul003 -AH-TNIJUNOMM 21.120.400,00 21.114.000,00 44.-4(1(),11) 4Ull.ll00,00 12.7111.200,00 U1U02.00 223.!515390:l.00 !III.A1RICX).00 91.411.9X>.CO !!U11.8DO.OO 54.29'1.%12.00 

I 142:04 PblEIIMAH DEIAME-IUAA 21.120.400,00 28.114.000,00 44 .• • 400.00 411.51:1.1100,00 1«5.1181.400,00 1.1118.802.00 :zGelenca.00 74.111900.00 7•91IIOO.CC 7U11.Qa) 12<114.tm.00 
14l1D011 -AH DESA MENANO.'. TENQN1 21.120.400,00 28.114.000,00 44 .• . 400,00 41.1132.1100,00 111Ull4.ll00.00 1.1111.1102,00 320.111.l0200 10.-CD 110•.m.oo 10 .• . za.oo 7Ulllll0200 

14 l 14.2101 l'OIIEIIINTAH DESA !OJ 11AN1S 21.120.400,00 28.114.000.00 44.4811.400,00 411.1532.1100,00 411.532.100,00 1.111.1102.00 19112111.m.00 !IU!<1200.00 !!03SUlD.OO !11.351%11.00 -=.1102.00 
14.21111 -AH0EIAIUl(.,\NEC3£Rt 21.120.400.00 211.114.000,00 44 .• . 400,00 411.51:1.100,00 97.01111.100,00 1.t1U02.00 247120.002.00 G.--00 a.--00 a.--00 tl0.31111102,00 
1ua:le PDElffiTAHDESA.- 21.120.400,00 2S.114.D00.00 44 .• • 400,00 411.5321100,00 121.332000,00 1.1111.1102,00 2720M.A02,00 •-000.00 a .,e:icm.a:, aa.ssl= .427.A02,00 
,ua01 -11\HCE.,_UIITANJUHG 21.120.400,00 28.114.000,00 

44 __ _ 400,00 

411.532800,00 97.oaeoo,00 1.t1U02.00 247.120.tm.00 12.-A00.00 a.--.00 ~-.110 I0.3illll0200 
1uo.a -INTAH CESII - IUR 21.120.400,00 29.114.000,00 

44. _ _ 400.00 
411.832.800,00 97.0M.ll00,00 1.1111.802.00 247.820.tm.00 G.-.000.00 112.•A00-00 12--00 80.-1102.00 

1uo,1 l"DIERtNTAH DEIA IETUNO TlMUR 21.120.400,00 211.-000,00 44.-Q,00 411-!532800,00 127111.200,00 t .t1U02.00 2ZHIS1m200 58.419.ICO.CC 51.MIM:10.00 S-41.9..a:n.a) !142M.XQ,00 
,uo.2 PEMERINTA/1 DEIA -SARI 21.120.400.00 211.114.000,00 44 .• . 400.00 411.!532800,00 127911.200,00 1 _., 1.802.00 223.!5153.a:xl.00 !IU11.eoo.00 

,._.,, __ 00 

!!ll.419111).110 !142M.2:1.00 
15.2l01 PEMEIIINTA/1 DESA. ICAAANG MnATI 21.120.400,00 28.114.D00,00 44.-Q,00 411-15321100.00 97.011!1.1100,00 1.tlll.802.00 247.120.00200 12-400,11) 02--00 12--00 ~ 
15.ll002 _,-N1CESAl<NIANOMEN.IAM<lAN 21,120.400,00 211.eM.000,00 44 .• . Q ,00 411.1532II00,00 97.011!1.100.00 1.1111.1102.00 ffl.120.00200 G.-4Cll00 02•.Clll.00 12-Cll.OO 110..3110.1102.00 
15:Jml _,.N1DE8"t<NIANO/IH'fAA 21.120.400,00 211.114.000,00 44.-400,00 411-532.1100.00 97.oee.1100.00 1.111.102.00 ffl.a:lll.00200 G.-400,00 ct-400,00 112.-Cll.OO tlUll>.1102.CII 

15.2!04 PEMERINTA/1 DESA TULUNO IWW'AN 211.120.400,00 211.114.000,00 44. • . 400,CII 41.153:1.1100,00 97.0ll!l.1100,00 1.tlll.802.00 ffl .a:lll.00200 112.-..«ll.CD ct-Cll.00 112.-~ c.llD.10200 
-1111--AN~(PIRlt 21.120.«lll.00 28.-CIIO.OO 44.-CII - 121.3S2.000,00 311.00DJJOIJ,00 15-000.Jlll.00 1.111.CZ.00 =--oo 11..m.000.00 11.3D.000.00 lt.3ll000.011 19.m-011 

15.20015 PEMERINTAH DESo\ KOTA TANAH :29.120.400,00 21.114.000,00 44.- .400.00 411.!532800,00 97.01111.1100,00 1.t1U02.00 247.Ul00200 112-,IQQ,00 ct--a, ct-400,ll0 m.-.-oo 

15.20011 l'EMERINTAH DESA. NIRW-'"" 21.12C.400,00 29.114.000,00 44.418.400,00 411.!532800,00 145.51111.400,00 1.111.a::2.00 -3152.802.CII 7'.41Ul00,00 7,Ul1SUIDQJJl 741't9_Sl).00 12. .. 002.00 

I 
_,.N1DEIA-JAY,-.(PIR8W'AN) 21.120.«11.011 a-.000.00 ---00 ---800,00 148--400,00 G2J0.000.00 111.000.000.00 1.t11.ll02.00 3114.511210200 .. , .. eoo.co • . 111.a.oo - 1-flZ.CD .. .-cm.011 

15.1007 PEIERINTAH DESo\ IIRUIIAI M\A.11, 21.120.400,00 211.114.000,00 44 .• . 400.00 411.!532800,00 121 .332.000.00 1.tll.1102.00 =--00 .. !1151000.00 --= ---=00 

a427 __ CD 

1!1.210t l'OIERINTA/1 DESo\KOTA MUlY,-. :29.120.400,00 211.114.000.00 44.-400,00 41.51:1.1111),00 127911.200.CII 1.tlll.1112.00 223.!!153.802.00 ,._.,,.acc.00 ,S.4Tl..ll!CO.OO .... , 9.9:::C.CI) 54.llk..m.00 

IS I 15.2X» ~AHDESA..-JAYA 21.120.400,00 28.1184.00000 44.-400,00 411.1132100,00 127911.200.00 1.t11.II02.00 223.11153.1112.CII 511411..!CD,.00 ,S.419..aJl..QJ .,,.a lCll,CIJ !142MX2.00 

1!1.211D P£1o1Elffl1TAHDESA.~JAYA a .120.400,00 28.114.000,00 44.-400,00 4UXl.eoo.CD 121.m.000.00 1.1111.1102.00 2720-.A02.011 118.!5153.000.00 a!!l53.000.00 ~ A 4/Z! cta0 
w 1!1.2111 PEM£RIHTN1 DESA MUU.\ JAY" a .120.400,oo 211.114.000,00 44.-400,CD 411.153:1.1100,00 121.SJ:Z.000D0 1.111.102.00 2720-.A02.D0 •!11!3.000.00 ■--m.000.00 ---= &C:U.4Cl2..CD 
:II 1!1.2112 l'EMERINTAH DESII MEI.All JAYA :29.12C.400,00 211.114.000,00 44.-400,00 411.!5321100,00 121 .332.000,00 1.111.802.00 2120tlll.«l2.00 118.!11!3.000.00 -!!1!1.oo0.00 •= •-e-

1!1.2113 PEMERIITAH DESA. IWW«J MUI.YA 21.120.400,00 211.114.000,00 44.4111.400,00 411-532.800.00 97.oee.eoo.oo 1.111.1112,00 247.1120.00200 02-,IQQ,OO ct--00 ct--D0 c-.-
15.2014 PEMERINTAH DESA W"""8ARI 21.120.400,00 211.-.000.00 44.- .400.00 411-!532100,00 14!1.M.Q,OO 1.111.1112.00 -3521102.00 7"J!11..tDl.Cll 74.S,1..90IUIJ 7U t9.eoo.OO n -=00 

tS.2015 PEMERINTA/1 DESA. HAAAPAN JAYA 21.120.400,00 211.- .000.00 44.- .400.00 411-53:1.1100,00 127911.200,00 1.1111.1102.00 223.!!153.802.00 .,,1..aco.00 !1'5.411.8DO.llO !IIUTl.!IOQ.OO -=.00 

15.2011 PEMERWTA/1 DESA MElATI MUNO 211.120.400,00 21.114.000.00 44.-400,00 411.51:1.1100,00 97.01111.1100,CII 1.t11.II02.00 247.1120.002.00 112--00 Q-4Cll00 ct-.4Cll00 90.-802.00 
1!1.2117 l'EMERINTA/1 DESA. W-'""M.1.KMUR 21.120.400,00 

21. _ _ 000,CII 
44.- .400.00 41.!5321100,00 121 .332.000,00 1.1111.1102,00 =--00 aZ1.1X11.C11 11.!5153.000.00 • -=.oo .Q1_«l2.QO 

15.ztlt P£Ml\RM'N1 DESA 9"WANO TtlWI 211.120.400,00 29.114.000,00 44 .• . 400,00 411-532.1100,00 97.0ll!l.1100,00 1.1111.1102.00 2'7.120.tm.00 112.-,IQQ,OO s:.t-,IQQ,00 

e, _ __ 00 

lJD.3I0.110:.00 

15.2011 PEMERM'AH DE.,_ IWIYA IIAKTI 211.120.400,00 211.114.000,CII 44.4811.4(l0,D0 411-532.100.00 97.011!1.1100.00 1.111.1112.00 247.1120.002.00 ct--00 cz.--00 02-C:Z:.OO C311181X!.00 

11.2001 PEMERl<TAH DESI< JAY- :29.120.400,00 21114.000,00 44.- .400.00 411-51:1.IOO.OO 121.332.000.00 1.tll.1102.00 =--00 ll.!11!3.000.CII .. !!1!1.oo0,00 ---= II.-IZ7C.00 

1UII02 P£M£RIITN1 DESI< IIUHGA Y,.YANO 211.120.400,00 211.114.000,00 44 .• . 400.00 411.532.1100,00 145.-400,00 1.111,1102.00 -31521102,00 74.e,1.eoo.co 7•ei1.eoo.00 , • ..,..a::n.a:, n-002.00 

I 
1urm PEMERIITN1 DESI< WAY IAlN< 21.120.400.00 211.114.000,00 44.4811.400,00 411-532.1100,00 97.01111.1100,00 1.118.802.00 2'7.120.00200 Q--00 82-CII.OO 112.-Cll>lO lJD.3I0.1102.00 

,. IUDD4 POolERINTA/1 DESII M£NDAH 21.120.400,00 211-114.000,00 44.-400.00 411,51:1.800,00 211.3117.1100,00 1.111.802.00 -152.00200 112111.-CII 'IZ.111.<00.00 t:tnt.-01) 110.113.10200 

~ 
11.20115 PEMERHTAH CESA TIJMIJAYA 21.120.400,00 21114.000.00 44 .• • 400.00 411.153:1.800,00 97.0ll!l.1100,00 1.tll.10200 2'7.1120.002.00 ct-400,01) 02--00 12.--00 80.3110.802.00 

1u00e P£1o1Elffl1TN1 DEIII CON00HO 21.120.400,00 211.114.000,00 44.4811.400,00 48.!532.ICO,OO 121.332.000.00 1.111.102,00 2120-.«l2.00 •!S100000 ■.!!113.000.00 a m.coo.co .. Q7.402.00 

111.2117 PDIERINTA/1 DE8" PEAACAK JAYA 211.120.400,00 211.IIM.000,00 44.- .400,00 41.532.1100,00 97.0ll!l.800,00 1.111.802.00 2'7Jl20.D02,00 s:z.--00 112--00 12.--00 Sl.3111t!02.00 

tlJIJOI PEMERINTN1 DEIA AAIIIIANG 21.120.400.00 211-114.000,00 44 .• . 400.00 411-51:1.IOO,OO 97.0ll!l.800,00 t .111.t!O:l.OO 2'7.1120.=00 G.-400,00 CZ.-Cllllll ll:l--00 90.3110.t!O:l.al 

17.:IJD1 PEMERINTA/1 DEIA IIEJCMARI 211.120.400,00 211.114.000,00 44.- .400.00 41.832.1100,00 1411.-400,00 t .911.t!O:l.00 :l'91S.3152.Sl2.00 :4.119.800.00 74.8'11-100.00 r"-1'1"i...1Dl.OO '2.-00200 

17.2002 __,.A/1 DEIIA IID0 REJO 21.120.400,00 211-IIM.000,00 44.-400,00 48.1532.1100,00 12.7911.200,00 1.tll.1102.00 223!!153.1112.00 ,S.419.900,00 ee.•!!U00.00 S •tU 00.00 ~00 

172JD3 l'OIEIIWTN1 DESA. IAHJAR R£JO 21.120.400,00 211.114.000,00 44 .• . 400.00 411.532.eoo.co 411.1132111),00 1.118.1102.al 198.37.312.00 !10,=00 !ID.3153.:l00.00 !10.l!SUal.OO • m .eaz.oo 

1721M PalERWTA/1 DEIIA PIMC.A TIJNGGAL 21.120.400,01) 2e.-000,00 44.- .<00.00 411-!532800,00 970IIIS.I00.00 1.t11.eaz.oo 247113).00200 IQ.-400,00 G.--00 112.--00 90.--00 

-Nt0UA~JAYA(PEJl8W'AI 21.131.400,00 28.-CIIO.OO 44.-400.00 4U32.IOIJ.CJII n111.Zl0,0a 1UCXIIIOIJ.011 12000.000.00 1.t1U02.al >41l..ffl.C1.00 Q.D1Ual,OO A.Otl.llllUXI -- 90.90DZ.D0 

-NIIIUAPANQ,-.JAY"~ 21.120.400.00 a.114..000.CJII 
4,l _ _ 4(l0,00 

48.11321100.011 n'lll.200.00 21 .100.DDQ,al 8,CICll.000.CIQ u 11.1102.00 254,,S,.ICIZ,QQ 

.., __ co --- -- e,.-.lm.DI) 

< 17.20CJII -"'1 DEIIA-KO'IO 21.120.400,00 211 .... 000.00 44.--CII 41.15321100,00 127911.200.00 1.911.1102.00 22).!!153.10200 :!l.4tU00,00 ,., ., .. 100.00 :!l.a9.9l'C.00 54.-00 

~ 17.2001 PDIIEMfTAH DESA llMeEIIAOUNO 21.120.400,00 211.114.000,00 44.41111.400,00 411.51:1.1100,00 127911.200,00 1.111802.00 22S.!IIS3.10200 ••tt-800,00 ,._.,.__00 s • tt.lal.CO 54.-.-0:,00 

17 I 17.2007 PEYEMfTAH CESA KAIIIA JAY" 21.120.400,00 29.114.000,00 44 .• . Q ,00 411.51:1.1100,00 72.7911.200,00 1.911,1102.00 Z!.l.!IIS3.110200 '8.419.1100,00 . .. , .9':Q.to :,a.4, uoc01l ~D0 

-NIDUA-JAY,-.~N llll.13Cl.4Clll.ll0 ...... 000,CII •-a.co -..00,00 n7aD.011 12.400,000.QQ 1S.DOO.OOO.OO 1.t11.ta2,al :zJQ.IRQ,CIQ --...aci.oo ---al - ll.144ZI.CII 

17.2X» __,.AH DUA WINDU8ARJ » .131.«xl,tx> :111.114.000,00 44,4811.Q ,00 41.llll.1100,00 127'9.200,00 ,., .. ~ .00 22).!Zl,IO:l,00 S••t.100.00 • .,t.S.'ll.00 !!ll.4tt.&10.00 $4.lM.."'02.00 

17.2X» l'Oo1Ell1HTN1 CESA. KNlY" MAKMUR 21.120.«xl,00 211.114.000,00 44.41111.400,00 411,$12.800,00 97.otlll.800,00 1.911.802.00 247ltl0.002CIQ 12-4'ltl.00 s:.--00 ct-<00.00 90.,eoaa:r,00 

,_,.NIDUA.__,.._ 21.120.ACD.IIII 211•u100,00 ---al -- 1271UJO.al 41.tcCIOlll.00 UOO.COO.DD l.tle.■02.00 219.m.Q,QQ 7Q,-- ~ ~- •-..m.oo 
17.lD! D _,-N1DEIIACillltMUl.YO 21.120.4D0,00 211.IIM.000,00 44.-400,00 411.53:1.1100,00 727911,200,00 1.1,e.102.00 22).ffl.1102.t'O l&•tt.-00 M.• t~ICXUX) • •1•eao.co ~00 

17211 1 -AH DEIIAMAOUOONOO 21.120.400,00 28-IIM.000.00 44.-400,00 - --00 12.7911.200,00 1.111.802.00 2:affl.1102.00 "-4tt.lC0,00 e8.4lil1Dl.CO !ll,419,1(().00 54.214..-0:.00 

17.ztl 2 -A/1 DEIIA MOOMUl YO a .120.400,00 29.114.000,00 44.-400,00 411.1132.eoo.co 87.-800,CII 1.911.10200 247.S::C.00200 12-«lt\00 G.-«xl.00 ct--D0 m.•1.102.00 

17.11>1 1 -AH~IIAREJOINIJJAYA 21. 120.400,00 211-114,000,00 44.41111.Q ,00 41.1132.1100,00 12.7911.200,al 1.111.10200 ---co ·••t.klC.00 ,..., ... 00.00 ••1u00.00 54.--_oo 
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Lampiran II.a : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor :      3  Tahun 2023

Tanggal :   16 Januari 2023

Desa :

No. Surat :

Tgl. Surat :

Jenis : APBDesa Awal / APBDesa Perubahan

ADD DDS PBH

P P P

P P P

a. P P P

b. P P P

c. P P P

d. P P P

e. P P P

f. P P P

g. P P P

P P P

a. P P P

P P P

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P

P P P

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P

P P P

P P P

*) Coret Yang Tidak Perlu

13 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

3
Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah 

Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil 

Musyawarah Penetapan RKPDes

Catatan :

7

SYARAT 

PERMOHONAN

14

15

Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa

Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa

1

2

9

Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting  oleh pihak 

kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah 

BPD.

8
Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja                                                                      

(per sumberdana belanja dalam APBDes).

Lampiran 1a - Perdes APBDes

Lampiran 1b - Perdes APBDes

RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan

RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja

RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan

Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)

(Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)

Lampiran 1c - Penjabaran APBDes

4

5

Verifikasi Tingkat Desa :

11 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.12

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA …………………………………

KECAMATAN …………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                         

SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA

NO
CEK 

LIST
Keterangan

19 Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa

17 Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)

18
Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa 

sebelum APBDEsa disahkan

Foto Copy NPWP Desa.

Surat Pengantar dari Kepala Desa

KELENGKAPAN BERKAS

6 Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD

16

10

Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan 

serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)

…………………., …………………………
Bendahara Desa

…………………………………………..

diteliti oleh :
Sekretaris Desa,

…………………………………………..

Diketahui
Kepala Desa,

…………………………………………..



…………………., …………………………Diketahui …………………., …………………………diteliti oleh :Diketahui …………………., …………………………Diketahui



Lampiran II.b : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor :     3   Tahun 2023

Tanggal :  16 Januari 2023

Desa :

No. Surat :

Tgl. Surat :

Jenis : APBDesa Awal / APBDesa Perubahan

Kecamatan :

No. Surat :

Tgl. Surat :

ADD DDS PBH

P P P

P P P

a. P P P

b. P P P

c. P P P

d. P P P

e. P P P

f. P P P

g. P P P

P P P

a. P P P

P P P

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P

P P P

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P Sudah / Belum

P P P

P P P

P P P

P P P

P P P

*) Coret Yang Tidak Perlu

13 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SYARAT 

PERMOHONAN

KECAMATAN …………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

9

15

14

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN                                                                                                                                                                                                                         

SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA OLEH KECAMATAN

NO
CEK 

LIST

5

6 Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes

16

17

8

Lampiran 1c - Penjabaran APBDes

18 Surat Pengantar dari Camat.

KELENGKAPAN BERKAS

21 Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa

Catatan :

Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan 

serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)

Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja                                                                                   

(per sumberdana belanja dalam APBDes).

Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.

Surat Pengantar dari Kepala Desa

Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting  oleh pihak 

kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah 

BPD.

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah 

Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil 

Musyawarah Penetapan RKPDes

Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

1

2

3

4

19
Lembar Verifikasi dan kelengkapan berkas desa dari kecamatan yang di verifikasi Tim Verifikasi kecamatan (Lengkap, Benar dan 

Sah).

20
Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa 

sebelum APBDEsa disahkan

10

11

12

Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)

Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa

Foto Copy NPWP Desa.

7

Lampiran 1a - Perdes APBDes

Lampiran 1b - Perdes APBDes

RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan

RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja

RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan

Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)

(Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)

…………………., …………………………diteliti oleh :Diketahui



Verifikasi Tingkat Kecamatan :

…………………., …………………………
Staf Verifikasi

…………………………………………..

Kasi Verifikasi,

…………………………………………..

Diketahui
Camat ……………………..,

…………………………………………..



 1 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 
LEMBAR EVALUASI APB DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

Kabupaten/Kota : KABUPATEN OKU TIMUR 

Kecamatan : KECAMATAN …………… 

Desa : PEMERINTAH DESA ................ 

 

No. Aspek/ Komponen Periksa 
Kesesuaian 

Alat Verifikasi Keterangan 
Ya Tidak 

1 Aspek Administrasi dan Legalitas     

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa             
secara lengkap 

  Ceklist Kelengkapan Dokumen  

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau 
Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat 
waktu 

  Keputusan hasil Musyawarah BPD 
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 
(lihat tanggal keputusan) 

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati 
bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang 
Perubahan APB Desa harus diajukan kepada 
Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi 

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang          
APB Desa / Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa 

  Keputusan hasil Musyawarah BPD 
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 

(lihat Berita Acara Hasil Musyawarah) 

Berdasarkan Permendagri mengenai BPD 

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III :  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

 Nomor :    3   Tahun 2023 

 Tanggal :    16 Januari 2023 



 2 

No. Aspek/ Komponen Periksa 
Kesesuaian 

Alat Verifikasi Keterangan 
Ya Tidak 

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa     

2.1 Umum     

2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa 
disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun 
berkenaan 

 

  RKP Desa atau RKP Desa 
Perubahan tahun berkenaan. 

 

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan 
peraturan Perundang- undangan 

 

    

2.2 Pendapatan     

2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis. 

 

    

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari 
Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan 
secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa 

 

  Perdes terkait PADesa (misal Perdes 
tentang Pungutan, dll) 

 

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana 
Transfer rasional dan realistis 

 

 

  Perbup/Perwali tentang penetapan 
alokasi dana transper ke desa misalnya 
ADD, Dana Desa dll. 

 

2.3 Belanja     

2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan 
peraturan Perundang- undangan 

 

    

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan 
Desa 

 

  Perbup/Perwali tentang Daftar 
Inventarisasi Kewenangan Desa 

 

 

 



 3 

No. Aspek/ Komponen Periksa 
Kesesuaian 

Alat Verifikasi Keterangan 
Ya Tidak 

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran (multiyears). 

 

    

2.3.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling 
banyak 30% dipergunakan untuk : 

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 

2. operasional pemerintahan Desa; 

3.  tunjangan dan operasional BPD 

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

    

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 

  Peraturan Bupati tentang ADD atau 
Perbup tentang Penetapan Siltap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

2.3.6 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta 
insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam 
peraturan Bupati/Walikota 

 

  Peraturan Bupati tentang ADD atau 
Perbup tentang Penetapan Siltap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena 
telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis 
(Standar Harga) 

 

  Standar Harga yang ditetapkan oleh 

Kabupaten/Kota 

 

2.4 Pembiayaan     

2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan 
peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

 

    

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan 
Dana Cadangan 

 

    

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan 
Peraturan Desa 

  Peraturan Desa tentang Dana 

Cadangan 

 



 4 

No. Aspek/ Komponen Periksa 
Kesesuaian 

Alat Verifikasi Keterangan 
Ya Tidak 

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan 
modal pada BUMDes 

 

    

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui 
Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha. 

 

  Peraturan Desa tentang 
Pembentukan BUMDes dan hasil 
analisa kelayakan usaha. 

 

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan 
pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya. 

 

    

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun 
sebelumnya telah digunakan seluruhnya. 

 

    

 

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa : 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi dilakukan tanggal : 

Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota 

   Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa 

  

 

Ketua Tim Evaluasi , 

Nama : ................................... 

NIP : ................................... 

Jabatan : ................................... 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

From Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100 (b) Nomor    :   3     Tahun 2023

Tanggal  :   16 Januari 2023

STATUS APBDES : AWAL/PERUBAHAN

Total Belanja

Rupiah % Rupiah %

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa Komposisi Belanja Operasional 0,00

Komposisi Belanja Non Operasional 0,00

Paraf : ………………………. Paraf : ………………………. Paraf : ……………………….

Nama : ………………………. Nama : ………………………. Nama : ……………………….

NIP : ………………………. NIP : ………………………. NIP : ……………………….

Simpulan Hasil Evaluasi : Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA ………………..

TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Operasional Belanja Non Operasional
Kode

Rupiah

Belanja Modal5.3

5.2

5.1

Tim Evaluasi APBDesa,

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa



 

 

Contoh Format Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau 

Tahap I 

 

KOP PEMERINTAH DESA 

 

 

Nomor : 900 /              / ………. 

Lampiran : 1 (Satu) Bendel. 

Perihal : Permohonan Pencairan ADD 

  untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) 

  atau Tahap ..... Desa……. 

  Kec. ..............……..… 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor ……………..... Tahun ....... tanggal 

........... tentang …………………………… Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa                             

se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............., bersama ini kami mengajukan 

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap ....... 

sesuai kebutuhan Sebesar Rp. ………………………….. (…..….. dengan huruf …..….. ) tahun 

Anggaran 20…… untuk : 
 

Desa : .......................................................... 

Kecamatan : .......................................................... 
 

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut : 

Jumlah Ket.

01

01 01

01 01 04 Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa -                        

dst ......................................................

01 02

01 02 01 Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan -                        

dst ......................................................

02

02 01

02 01 01 Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non 

Formal  Mi l ik Desa (Honor, Pakaian dl l )

-                        

dst ......................................................

03

03 01

03 01 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos  Keamanan Desa -                        

dst ......................................................

04

04 01

04 01 01 Pemel iharaan Karamba/Komal  Perikanan Darat Mi l ik Desa -                        

dst ......................................................

-                        

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Jumlah

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang, Sub Bidang dan Kegiatankode

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

 
dengan persyaratan : 

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa. 

2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kepada 
Yth. Bapak Bupati OKU Timur  
 Cq. CAMAT .. .. . . . . . . . . . . . .  
 Kab. OKU Timur  
 di 
 TEMPAT 
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3. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Akhir tahun 

Anggaran sebelumnya/anggaran Lanjutan. 

4. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah 

disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran : 

- Ringkasan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan. 

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan 

dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik beserta Gambar dll. 

5. Rencana Penggunaan Dana (RPD)  sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada 

Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau tahap I. 

6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) tahap Akhir tahun sebelumnya/anggaran lanjutan, bermaterai              

Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

7. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

8. Fotocopy bukti setor pajak Kegiatan Tahap Tahun Lalu/tahap sebelumnya. (jika ada). 

9. Bukti setor balik sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya (jika ada). 

10. Menunjukan bukti pertanggungjawaban tahap akhir tahun sebelumnya/tahap 

sebelumnya kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (Arsip Dokumen 

Pertanggungjawaban (SPJ) desa disampaikan kepada Camat  melalui Kasi PMD 

Kecamatan). 

11. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 

12. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy. 

13. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa. 

14. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. 

(lengkap, benar dan sah). 

 

Demikian untuk menjadikan periksa. 

 

   

Kepala Desa ...................... 

 

 

.................................. 

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa untuk Tahap II, Tahap III dan Tahap IV 

 

KOP PEMERINTAH DESA 

 

 

Nomor : 900 /              / ………. 

Lampiran : 1 (Satu) Bendel. 

Perihal : Permohonan Pencairan ADD 

  Tahap ..... Desa……. 

  Kec. ..............……..… 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor ……………..... Tahun ....... tanggal 

........... tentang …………………………… Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa                             

se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............., bersama ini kami mengajukan 

Pencairan Dana Desa (DDS) untuk Tahap ....... sesuai kebutuhan Sebesar                                    

Rp. ………………………….. (…..….. dengan huruf …..….. ) tahun Anggaran 202…… untuk : 
 

Desa : .......................................................... 

Kecamatan : .......................................................... 
 

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut : 

Jumlah Ket.

01

01 01

01 01 04 Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa -                        

dst ......................................................

01 02

01 02 01 Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan -                        

dst ......................................................

02

02 01

02 01 01 Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non 

Formal  Mi l ik Desa (Honor, Pakaian dl l )

-                        

dst ......................................................

03

03 01

03 01 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos  Keamanan Desa -                        

dst ......................................................

04

04 01

04 01 01 Pemel iharaan Karamba/Komal  Perikanan Darat Mi l ik Desa -                        

dst ......................................................

-                        

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Jumlah

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang, Sub Bidang dan Kegiatankode

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

 
dengan persyaratan : 

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa. 

2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. 

Lampiran V : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
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 Tanggal : 16 Januari 2023 

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kepada 
Yth. Bapak Bupati OKU Timur  
 Cq. CAMAT .. .. . . . . . . . . . . . .  
 Kab. OKU Timur  
 di 
 TEMPAT 



3. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Lanjutan 

atau Tahap I tahun anggaran berjalan. 

4. Rencana Penggunaan Dana (RPD)  sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada 

Siskeudes untuk Anggaran tahap II / Tahap III / Tahap IV. 

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

6. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

7. Fotocopy bukti setor pajak Kegiatan Tahap sebelumnya. (jika ada). 

8. Bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya (jika ada). 

9. Menunjukan bukti pertanggungjawaban tahap sebelumnya kepada Camat melalui 

Kasi PMD Kecamatan (Arsip dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa disampaikan 

kepada camat melalui Kasi PMD Kecamatan). 

10. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 

11. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy. 

12. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa. 

13. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. 

(lengkap, benar dan sah). 

 

Demikian untuk menjadikan periksa. 

 

   

Kepala Desa ...................... 

 

 

.................................. 

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga) 

 

 

 

 

 

 



Nama Bidang : ...........................................................................

Nama Kegiatan : ...........................................................................

Jumlah Dana : Rp. ........................................................................... ( ..............................Dengan Huruf ..............................)

Lokasi Kegiatan : Desa .............................. Kecamatan ..............................

Tahun Anggaran : ...........................................................................

Volume Harga Satuan Jumlah

1 3 4 5 6

5
5.1 Belanja Pegawai

5.1.x Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

……………………..

5.1.x .........................................

……………………..

5.1.x .........................................

……………………..

5.1.x .........................................

5.1.x dst

5.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.x Belanja Barang Perlengkapan

5.2.x.x Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

……………………..

5.2.x.x Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

……………………..

5.2.x dst

5.3 Belanja Modal

5.3.x .........................................

5.3.x.x .........................................

……………………..

5.3.x .........................................

……………………..

5.3.x dst

Jumlah II

Jumlah III

Jumlah I, II, III

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA ………………………………………..
KECAMATAN ……………………………………………………

Jln. ...........................................................................................................

Uraian Belanja

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP ...............

2

Jumlah I

No.
Rincian Perhitungan

Ket.

…………….., ……………….…… 2023
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

…………………………………...

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Desa,

…………………………………...

Disetujui,
Kepala Desa,

…………………………………...

Lampiran VI     :       Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor  : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023



 
 
 
 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ……………………………………….. 
KECAMATAN ……………………………………………………  

Jln. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ..................................  

Jabatan : ......................................  

Alamat : …………………………………… 

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material : 

1. Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD),                                     Desa 

.......................................... ............ Kecamatan ............................ Tahap ..........  

(sebelumnya) sebesar Rp.……...........…………. (…………………dengan huruf…………………….) . 

2. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

..................., ......  
 

Kepala Desa ............  

 

 

 

 

……………………………...  

 

Catatan : 

Dibuat 3 (tiga) Rangkap.  

Materai 
10.000 

Lampiran VII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
 Nomor :     3   Tahun 2023 
 Tanggal :   16   Januari 2023 



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ……………………………………….. 
KECAMATAN ……………………………………………………  

Jln. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK/ 
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : .................................. 

Jabatan : .................................. 

Alamat : .................................. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk Desa ...................... Kecamatan .............................                
Tahap ........ sebesar Rp....................... (.............. dengan huruf ....................) akan                
digunakan sesuai kebutuhan pada Rencana penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa 
(ADD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa (ADD).  

2. Saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) 
yang di terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Akan bertanggungjawab atas Penyetoran Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari 
penggunaan Dana kegiatan, serta sanggup melunasi kekurangan penyetoran pajak jika 
adan kekuarangan penyetoran pajak pada penggunaan dana kegiatan. 

4. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan 
Rencana Penggunaan Dana (RPD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana 
Alokasi Dana Desa (ADD), sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. 

5. Sanggup menyelesaikan dan mengirimkan laporan penggunaan dana (SPJ) selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima tidak melebihi tahun anggaran. 

6. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak 
sesuai dengan rencana penggunaan, sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, 
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

.......................,.......................... 

Kepala Desa .................. 

 

Cap. 

 

(Nama Terang) 

Materai 
10.000 

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
 Nomor :     3   Tahun 2023 
 Tanggal :     16   Januari 2023 



 
 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ……………………………………….. 
KECAMATAN ……………………………………………………  

Jln. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) 

 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ..................................  

Jabatan :  Kepala Desa...................................  

Alamat : …………………………………… 

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. 

 

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada : 

Nama : Bank Sumsel Babel  

Alamat : Cidawang, Martapura 

 

Untuk melakukan Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Siltap Perangkat 

Desa, serta Lembaga Desa, dan menyalurkan hasil Pemotongan tersebut Kepada Rekening 

masing-masing Perangkat Desa dan Lembaga Desa. 

 

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran berjalan. 

 
..................., ...... 

 

Kepala Desa ............ 
 
 
 
 

……………………………... 

Materai 
10.000 

Lampiran IX : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
 Nomor :    3   Tahun 2023 
 Tanggal :    16   Januari 2023 



No Nama Jabatan
Status                              

(PNS,TNI,POLRI)

Jumlah                                                     

Siltap

Total                               

(Rp)

BPJS                           

1%                                

(Rp)

Jumlah yg 

dibayarkan                        

(Rp)

Nomor Rekening 

Perangkat Desa dan 

Lembaga

1 2 3 4 5 7=5x6 8 9=7-8 10

1 Kepala Desa 1 Bulan 34.643,00       

2 Sekretaris Desa 1 Bulan 34.643,00       

3 Kasi .................. 1 Bulan 34.643,00       

4 Kasi .................. 1 Bulan 34.643,00       

5 Kaur ................. 1 Bulan 34.643,00       

6 Kaur ................. 1 Bulan 34.643,00       

7 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

8 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

9 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

10 Ketua BPD 1 Bulan -

11 Wakil Ketua BPD 1 Bulan -

12 Sekretaris BPD 1 Bulan -

13 Anggota BPD 1 Bulan -

14 Anggota BPD 1 Bulan -

15 RT ............ 1 Bulan -

16 RT ............ 1 Bulan -

17 RT ............ 1 Bulan -

18 RT ............ 1 Bulan -

19 Anggota MPD 1 Bulan -

20 Anggota MPD 1 Bulan -

21 Anggota MPD 1 Bulan -

-                           -                          311.787,00     -                          

Catatan :

1. Perangkat Desa dikurangi BPJS 1%

2. Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

DAFTAR GAJI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA

BULAN ..................

TAHUN ANGGARAN 2023

.......................................................

Kepala Desa ..........................

..........................., .......................

Jumlah

Jumlah                      

Bulan

6
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KABUPATEN :  8 PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

PROVINSI :  16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

01.01

01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

01.01.04
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, 

pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))

01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD

01.01.06
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, 

perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)

01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

01.01.90 Penyediaan Tunjangan MPD

01.01.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

01.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

01.03 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan  Kependudukan

01.03.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

01.03.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil

01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

01.03.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

01.04 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

01.04.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

01.04.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

01.04.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa

01.04.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

01.04.10
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan 

Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

01.04.11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

01.04.12 Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

01.04.90 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

01.04.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

01.05 Sub Bidang Pertanahan

01.05.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa

01.05.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

01.05.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk 

kegiatan 01, 02, 05,dan 06)

 1  2 
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KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

 1  2 

01.05.04 Mediasi Konflik Pertanahan

01.05.05 Penyuluhan Pertanahan

01.05.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

01.05.07 Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

01.05.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

02.01 Sub Bidang Pendidikan

02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

02.01.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

02.01.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

02.01.06
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga   PAUD/ 

TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

02.01.07
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman  Bacaan Desa/ Sanggar 

Belajar Milik Desa

02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

02.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

02.02 Sub Bidang Kesehatan

02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

02.02.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa

02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

02.02.07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa

02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

02.03.04 Pemeliharaan Jembatan Desa

02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)

02.03.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

02.03.07 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

02.03.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa

02.03.09 Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan  Permukiman (Dipilih)

02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

02.03.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

02.03.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

02.03.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

02.03.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)

02.03.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

02.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)

02.03.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

02.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
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02.04.02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

02.04.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)

02.04.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)

02.04.05 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll

02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)

02.04.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

02.04.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)

02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)

02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)

02.04.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)

02.04.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)

02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

02.04.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)

02.04.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)

02.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

02.05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa

02.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

02.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)

02.05.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

02.06.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

02.06.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

02.06.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

02.06.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)

02.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

02.07 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

02.07.01 Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa

02.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa

02.07.99 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

02.08 Sub Bidang Pariwisata

02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

02.08.99 Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

03.01.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

03.01.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

03.01.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &  Pelindungan Masy.

03.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

03.02.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

03.02.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

03.02.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
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03.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota

03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa

03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

03.03.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

03.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat

03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03.04.03 Pembinaan PKK

03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

03.04.99 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

04.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

04.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

04.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)

04.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan  (alat produksi/pengelolaan/kandang)

04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

04.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

04.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

04.03.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

04.03.03 Peningkatan Kapasitas BPD

04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

04.04.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

04.04.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

04.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

04.05.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

04.05.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

04.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian

04.05.99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

04.06.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

04.06.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

04.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

04.07.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa

04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
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04.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

04.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

04.07.99 Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

05.01.00 Penanggulanan Bencana

05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat

05.02.00 Penanganan Keadaan Darurat

05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak

05.03.00 Penanganan Keadaan Mendesak



KABUPATEN :  8 PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

PROVINSI :  16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

01.01

01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

01.01.04
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, 

pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))

01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD

01.01.06
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, 

perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)

01.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

01.01.90 Penyediaan Tunjangan MPD

01.01.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

01.02.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

01.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

01.03 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan  Kependudukan

01.03.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

01.03.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil

01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

01.03.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

01.04 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

01.04.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

01.04.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

01.04.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

01.04.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa

01.04.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

01.04.10
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan 

Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

01.04.11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

01.04.12 Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

01.04.90 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

01.04.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

01.05 Sub Bidang Pertanahan

01.05.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa

01.05.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

01.05.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk 

kegiatan 01, 02, 05,dan 06)

 1  2 
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01.05.04 Mediasi Konflik Pertanahan

01.05.05 Penyuluhan Pertanahan

01.05.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

01.05.07 Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

01.05.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

02.01 Sub Bidang Pendidikan

02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

02.01.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

02.01.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

02.01.06
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga   PAUD/ 

TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

02.01.07
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman  Bacaan Desa/ Sanggar 

Belajar Milik Desa

02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

02.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

02.02 Sub Bidang Kesehatan

02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

02.02.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa

02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

02.02.07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa

02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

02.03.04 Pemeliharaan Jembatan Desa

02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)

02.03.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

02.03.07 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

02.03.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa

02.03.09 Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

02.03.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan  Permukiman (Dipilih)

02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

02.03.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

02.03.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

02.03.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

02.03.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)

02.03.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

02.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)

02.03.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

02.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
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02.04.02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

02.04.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)

02.04.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)

02.04.05 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll

02.04.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)

02.04.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

02.04.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)

02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)

02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)

02.04.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)

02.04.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)

02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

02.04.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)

02.04.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)

02.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

02.05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa

02.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

02.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)

02.05.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

02.06.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

02.06.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

02.06.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

02.06.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)

02.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

02.07 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

02.07.01 Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa

02.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa

02.07.99 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

02.08 Sub Bidang Pariwisata

02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

02.08.99 Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

03.01.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

03.01.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

03.01.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &  Pelindungan Masy.

03.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

03.02.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

03.02.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

03.02.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
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03.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota

03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa

03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

03.03.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

03.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat

03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03.04.03 Pembinaan PKK

03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

03.04.99 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

04.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

04.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

04.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)

04.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan  (alat produksi/pengelolaan/kandang)

04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

04.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

04.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

04.03.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

04.03.03 Peningkatan Kapasitas BPD

04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

04.04.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

04.04.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

04.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

04.05.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

04.05.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

04.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian

04.05.99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

04.06.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

04.06.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

04.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

04.07.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa

04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
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04.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

04.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

04.07.99 Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

05.01.00 Penanggulanan Bencana

05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat

05.02.00 Penanganan Keadaan Darurat

05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak

05.03.00 Penanganan Keadaan Mendesak



1 ASET

1.1 Aset Lancar

1.1.1 Kas dan Bank

1.1.1.01 Kas di Bendahara Desa

1.1.1.02 Rekening Kas Desa

1.1.2 Piutang

1.1.2.01 Piutang Sewa Tanah

1.1.2.02 Piutang Sewa Gedung

1.1.2.03 Piutang Sewa Peralatan

1.1.2.04 Piutang Bagi Hasil Pajak

1.1.2.05 Piutang Bagi Hasil Retribusi

1.1.2.06 Piutang Alokasi Dana Desa

1.1.2.07 Piutang Panjar Kegiatan

1.1.2.08 Piutang Lain-lain

1.1.3 Persediaan

1.1.3.01 Persediaan Benda Pos dan Materai

1.1.3.02 Persediaan Alat Tulis Kantor

1.1.3.03 Persediaan Blangko dan Barang Cetakan

1.1.3.04 Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai

1.1.3.05 Persediaan Bahan/Material

1.1.3.06 Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih

1.1.3.07 Persediaan Bibit Hewan/Tanaman

1.1.3.08 Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat

1.2 Investasi

1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa

1.2.1.01 Penyertaan Modal Pemerintah Desa

1.3 Aset Tetap

1.3.1 Tanah

1.3.1.01 Tanah Kas Desa

1.3.1.02 Tanah Perkampungan

1.3.1.03 Tanah Pertanian

1.3.1.04 Tanah Perkebunan

1.3.1.05 Tanah Hutan

1.3.1.06 Tanah Kebun Campuran

1.3.1.07 Tanah Kolam Ikan

1.3.1.08 Tanah Danau/Rawa

1.3.1.09 Tanah Tandus/Rusak

1.3.1.10 Tanah Alang-alang dan Padang Rumput

1.3.1.11 Tanah Pertambangan

1.3.1.12 Tanah Untuk Bangunan Gedung

1.3.1.13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

1.3.1.14 Tanah Penggunaan Lainnya

1.3.2 Peralatan dan Mesin

1.3.2.01 Alat Besar

1.3.2.02 Alat Angkutan
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1.3.2.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.3.2.04 Alat Pertanian dan Perikanan

1.3.2.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga

1.3.2.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

1.3.2.07 Komputer

1.3.2.08 Alat Pengeboran

1.3.2.09 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

1.3.2.10 Peralatan Olah Raga

1.3.2.11 Peralatan dan Mesin Lainnya

1.3.3 Gedung dan Bangunan

1.3.3.01 Bangunan Gedung Kantor

1.3.3.02 Bangunan Gudang

1.3.3.03 Bangunan Gedung Bengkel

1.3.3.04 Bangunan Gedung Instalasi

1.3.3.05 Bangunan Gedung Laboratorium

1.3.3.06 Bangunan Kesehatan

1.3.3.07 Bangunan Gedung Tempat Ibadah

1.3.3.08 Bangunan Gedung Pertemuan

1.3.3.09 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

1.3.3.10 Bangunan Gedung Tempat Olahraga

1.3.3.11 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

1.3.3.12 Bangunan Gedung Garasi/Pool

1.3.3.13 Bangunan Gedung Pemotongan Hewan

1.3.3.14 Bangunan Gedung Perpustakaan

1.3.3.15 Bangunan Gedung Museum

1.3.3.16 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan

1.3.3.17 Bangunan Gedung Terbuka

1.3.3.18 Bangunan Gedung Penampung Sekam

1.3.3.19 Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan

1.3.3.20 Bangunan Industri

1.3.3.21 Bangunan Peternakan/Perikanan

1.3.3.22 Bangunan Fasilitas Umum

1.3.3.23 Bangunan Parkir

1.3.3.24 Bangunan Taman

1.3.3.25 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

1.3.3.26 Bangunan Tempat Tinggal

1.3.3.27 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.3.4.01 Jalan

1.3.4.02 Jembatan

1.3.4.03 Bangunan Air Irigasi

1.3.4.04 Bangunan Pengairan Pasang Surut

1.3.4.05 Bangunan Pengembangan Rawa

1.3.4.06 Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai

1.3.4.07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1.3.4.08 Bangunan Air Bersih dan Air Baku

1.3.4.09 Bangunan Air Kotor

1.3.4.10 Instalasi Air Bersih/Air Baku

1.3.4.11 Instalasi Air Kotor

1.3.4.12 Instalasi Pengolahan Sampah

1.3.4.13 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

1.3.4.14 Instalasi Pembangkit Listrik

1.3.4.15 Instalasi Gardu Listrik

1.3.4.16 Instalasi Lainnya

1.3.4.17 Jaringan Air Minum
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1.3.4.18 Jaringan Listrik

1.3.4.19 Jaringan Telepon

1.3.4.20 Jaringan Gas

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

1.3.5.01 Bahan Perpustakaan

1.3.5.02 Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga

1.3.5.03 Hewan dan Ternak

1.3.5.04 Ikan dan Biota Perairan

1.3.5.05 Tanaman

1.3.5.06 Aset Tetap Dalam Renovasi

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.3.6.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.3.7 Aset Tak Berwujud

1.3.7.01 Aset Tak Berwujud

1.3.7.02 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

1.3.8 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

1.3.8.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

1.3.8.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

1.3.8.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.3.8.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

1.4 Dana Cadangan

1.4.1 Dana Cadangan

1.4.1.01 Dana Cadangan

1.5 Aset Tidak Lancar Lainnya

1.5.1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

1.5.1.01 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor

1.5.1.02 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah

1.5.1.03 Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir

1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.5.2.01 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1.5.3.01 Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)

1.5.3.02 Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)

1.5.3.03 Kerjasama Operasi (KSO)

1.5.4 Aktiva Tidak Berwujud

1.5.4.01 Aktiva Tidak Berwujud

1.5.5 Aset Lain-lain

1.5.5.01 Aset Rusak Berat

1.5.5.02 Aset Tetap Renovasi

1.5.5.03 Aset Lain-lain Lainnya

2 KEWAJIBAN

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

2.1.1 Hutang Perhitungan Pihak Ketiga

2.1.1.01 Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

2.1.1.02 Hutang PFK Lainnya

2.1.2 Hutang Bunga

2.1.2.01 Hutang Bunga kepada Bank

2.1.2.02 Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank

2.1.3 Hutang Pajak

2.1.3.01 Hutang Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.02 Hutang Pajak Penghasilan PPh 21

2.1.3.03 Hutang Pajak Penghasilan PPh 22

2.1.3.04 Hutang Pajak Penghasilan PPh 23

2.1.3.05 Hutang Pajak Lainnya

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka
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2.1.4.01 Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka

2.1.4.02 Uang Muka Penjualan Aset Desa

2.1.4.03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa

2.1.4.04 Uang Muka Bagian Laba BUMDes

2.1.5 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

2.1.5.01 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

2.1.6 Hutang Jangka Pendek Lainnya

2.1.6.01 Hutang Belanja Pegawai

2.1.6.02 Hutang Belanja Telepon

2.1.6.03 Hutang Belanja Air Minum

2.1.6.04 Hutang Belanja Listrik

2.1.6.05 Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai

2.1.6.06 Hutang Pengadaan Barang/Jasa

3 EKUITAS

3.1 Ekuitas

3.1.1 Ekuitas

3.1.1.01 Ekuitas

3.1.2 Ekuitas SAL

3.1.2.01 Ekuitas SAL

4 PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Asli Desa

4.1.1 Hasil Usaha Desa

4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes

4.1.1.99 Lain-lain Hasil Usaha Desa

4.1.2 Hasil Aset Desa

4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa

4.1.2.02 Tambatan Perahu

4.1.2.03 Pasar Desa

4.1.2.04 Tempat Pemandian Umum

4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa

4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa

4.1.2.07 Hasil Kios Milik Desa

4.1.2.08 Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga

4.1.2.99 Lain-lain Hasil Aset Desa

4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4.1.3.01 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4.1.3.99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa

4.1.4.09 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1 Dana Desa

4.2.1.01 Dana Desa

4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

4.2.3 Alokasi Dana Desa

4.2.3.01 Alokasi Dana Desa

4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi

4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4.2.4.99 Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi

4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

4.2.5.99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

4.3 Pendapatan Lain-lain

4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa



KETERANGAN

 3  1  2 

KODE URAIAN

4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa

4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4.3.3 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa

4.3.3.01 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa

4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

4.3.5.01 Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

4.3.6 Bunga Bank

4.3.6.01 Bunga Bank

4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

4.3.7.99 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

5 BELANJA

5.1 Belanja Pegawai

5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa

5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.99 Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah

5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.99 Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah

5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

5.1.4 Tunjangan BPD

5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD

5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD

5.1.5 Tunjangan MPD

5.1.5.01 Tunjangan Kedudukan MPD

5.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan

5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan

5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

5.2.1.07 Belanja Bahan Material

5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5.2.1.10 Belanja Bahan Obat-obatan

5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan

5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

5.2.2 Belanja Jasa Honorarium

5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.2.2.02
Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum 

Desa/Operator

5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas

5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD

5.2.2.07 Belanja Jasa Honorarium Staf  Administrasi BPD
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5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis

5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya

5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5.2.3.03 Belanja Kursus Pelatihan

5.2.4 Belanja Jasa Sewa

5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya

5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran

5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik

5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih

5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon

5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet

5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

5.2.5.08 Belanja Insentif/Oprasional RT/RW

5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya

5.2.6 Belanja Pemeliharaan

5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan

5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih

5.2.6.08
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, 

komunikasi dll)

5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya

5.2.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

5.2.7.02
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat

5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan

5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

5.3 Belanja Modal

5.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

5.3.1.02 Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah

5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah

5.3.1.04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5.3.1.99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

5.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat

5.3.2.01 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)

5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer

5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan

5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur

5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
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5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan

5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan

5.3.2.10 Belanja Modal Mesin

5.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya

5.3.3 Belanja Modal Kendaraan

5.3.3.01 Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)

5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

5.3.3.03 Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor

5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5.3.3.05 Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor

5.3.3.99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya

5.3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan

5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja

5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material

5.3.4.04 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan

5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -  Administrasi Kegiatan

5.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan

5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja

5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material

5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan

5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan

5.3.6 Belanja Modal Jembatan

5.3.6.01 Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan

5.3.6.02 Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja

5.3.6.03 Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material

5.3.6.04 Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan

5.3.6.05 Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan

5.3.7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan

5.3.7.01 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan

5.3.7.02 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja

5.3.7.03 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material

5.3.7.04 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan

5.3.7.05 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan

5.3.8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi

5.3.8.01 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan

5.3.8.02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja

5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material

5.3.8.04 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan

5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan

5.3.9 Belanja Modal Lainnya

5.3.9.01 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan

5.3.9.02 Belanja Khusus Olahraga

5.3.9.03 Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan

5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman

5.3.9.05 Belanja Modal Hewan

5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya

5.4 Belanja Tidak Terduga

5.4.1 Belanja Tidak Terduga

5.4.1.01 Belanja Tidak Terduga

6 PEMBIAYAAN

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya
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6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan

6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6.1.9.99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2 Penyertaan Modal Desa

6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa

6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

6.2.9.01 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

7 NON ANGGARAN

7.1 Perhitungan Fihak Ketiga

7.1.1 Perhitungan PFK - Potongan Pajak

7.1.1.01 Potongan Pajak PPN Pusat

7.1.1.02 Potongan Pajak PPh Pasal 21

7.1.1.03 Potongan Pajak PPh Pasal 22

7.1.1.04 Potongan Pajak PPh Pasal 23

7.1.1.05 Potongan Pajak PPh Lainnya

7.1.2 Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah

7.1.2.01 Pajak Restoran, Rumah Makan

7.1.2.02 Pajak Galian C

7.1.3 Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan

7.1.3.01 Uang Muka dan Jaminan



 
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ............................. 
KECAMATAN ...................................... 

Jln. ....................................................................................... 
 

 

 
 
 

 
 
Nomor : ...................                            
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Perihal : Pesanan permintaan Barang/jasa 
 
 
  

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengadaan Barang/jasa                   

Nomor : ................. tanggal ...................., untuk memenuhi kebutuhan : 

Kegiatan : ............................. 

Pekerjaan : ............................. 

Lokasi :  ............................. 

Selanjutnya diminta kepada saudara untuk mengirimkan barang/jasa 

sesuai daftar terlampir ke alamat kami. Pembayaran akan dilakukan kemudian 

bila barang/jasa yang kami minta diterima. 

 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.............., ............... 
 

 Kepada 
 Yth. Direktur/Pimpinan Toko ..... 
  di –  
  .................... 

Ketua TPK, 
 
 
 

....................... 

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor  :  3      Tahun 2023 

Tanggal :  16    Januari 2023 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ............................. 
KECAMATAN ...................................... 

Jln. ....................................................................................... 
 

 

 
 
 

Lampiran Pesanan Permintaan Barang/Jasa 
 
 

No
Nama Barang/Jasa Ruang 

lingkup Pekerjaan
Spesifikasi Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Volume

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua TPK, 
 
 
 

....................... 



  



 
 

NOTA BUKTI PEMBELIAN 
 

 
...................., ..................... 20........ 

 
Tuan ................... 

................................ 
di ............................ 

 
Nota No. ….. 

 

Nama Barang Harga Satuan Jumlah

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            Jumlah Rp.

Banyaknya

 
 Terbilang : ............................ 
 
 

Yang Menerima, 
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/ 

Pelaksana Kegiatan, 
 
 
 

....................................... 

Hormat Kami, 
Pimpinan Toko ................., 

 
 
 

............................... 
 

 
Mengetahui, 

Kepala Desa ............ 
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, 

 
 
 

............................ 
 
 
Keterangan : 
Diisi sesuai dengan nota/Faktur dari Penyedian Barang/Jasa 
 

Lampiran XV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor  : 3     Tahun 2023 

Tanggal : 16   Januari 2023 

 

 



 
 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ................. 
KECAMATAN ....................... 

Alamat:  ....................................................... 

 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG 
 
KEGIATAN : ................................... 
PEKERJAAN : ................................... 
  DESA ................ KECAMATAN ................  
  KABUPATEN ...................... 
 

Pada hari ini ............ tanggal ......... Bulan .......... Tahun ............, Kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

 
1. Nama : ...................... 

Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) 
Desa .................. Kec. ............ Kabupaten ...................  

Alamat : ............................. 
 
  Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 
 

2. Nama : ................ 
 Jabatan : Direktur/Pimpinan Toko ............... 
 Alamat : ................................. 
 
   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 
Sesuai dengan Pesanan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU 

Belanja .......................... sesuai daftar terlampir.  
 

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat 
dipegunakan sebagaimana mestinya. 
 

Yang menyerahkan : 
PIHAK KEDUA 

Toko ..............., 
 
 
 

........................... 
Pimpinan 

Yang Menerima : 
PIHAK KESATU, 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), 
 
 
 

............................. 

 
Mengetahui, 

Kepala Desa ............ 
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, 

 
 
 

............................ 
 
 
 
 
 
 

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor  : 3      Tahun 2023 

Tanggal : 16    Januari 2023 

 



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ................. 
KECAMATAN ....................... 

Alamat:  ....................................................... 

 

 

DAFTAR BELANJA .................  
DESA .............. KECAMATAN ................ 

KABUPATEN ................................... 
 

No Nama Barang Volume Keterangan 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Yang menyerahkan : 

PIHAK KEDUA 
Toko ..............., 

 
 
 

........................... 
Pimpinan 

Yang Menerima : 
PIHAK KESATU, 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), 
 
 
 

............................. 

 
Mengetahui, 

Kepala Desa ............ 
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, 

 
 
 

............................ 
 
 



 
 
PEMERINTAH DESA …………………..

Sudah Terima dari : Kaur Keuangan

Uang Sejumlah : -Rp                            

Terbilang : …………………………….

Untuk Pembayaran : …………………………….

Nama Kegiatan : (diisi kode) Kegiatan …………………..

Kode Rek. Belanja : (diisi kode) Belanja …………………….

Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :

Potongan Pajak

Nilai : -Rp                                

PPN : -Rp                                

PPh Pasal .... : -Rp                                

dibayarkan : -Rp                               

:  Rp                               - 

TANDA TERIMA

Total Pembayaran

KUITANSI PENGELUARAN

 
 
 

Lembar Persetujuan Pembayaran : 
 
Setuju dibayarkan : 
 
 

Yang Membayarkan, 
.................................................., 

 
 
 

................................................ 

....................,     ............................. 
..............., 

 
 
 

..................................... 
 

 
Mengetahui, 

Kuasa Pengguna Anggaran, 
 
 
 

...................................... 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor  : 3     Tahun 2023 

Tanggal : 16   Januari 2023 

 



No Nama Jabatan
Status                              

(PNS,TNI,POLRI)

Jumlah                                                     

Siltap

Total                               

(Rp)

BPJS                           

1%                                

(Rp)

Jumlah yg 

dibayarkan                        

(Rp)

Nomor Rekening 

Perangkat Desa dan 

Lembaga

1 2 3 4 5 7=5x6 8 9=7-8 10

1 Kepala Desa 1 Bulan 34.643,00       

2 Sekretaris Desa 1 Bulan 34.643,00       

3 Kasi .................. 1 Bulan 34.643,00       

4 Kasi .................. 1 Bulan 34.643,00       

5 Kaur ................. 1 Bulan 34.643,00       

6 Kaur ................. 1 Bulan 34.643,00       

7 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

8 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

9 Kadus ...... 1 Bulan 34.643,00       

10 Ketua BPD 1 Bulan -

11 Wakil Ketua BPD 1 Bulan -

12 Sekretaris BPD 1 Bulan -

13 Anggota BPD 1 Bulan -

14 Anggota BPD 1 Bulan -

15 RT ............ 1 Bulan -

16 RT ............ 1 Bulan -

17 RT ............ 1 Bulan -

18 RT ............ 1 Bulan -

19 Anggota MPD 1 Bulan -

20 Anggota MPD 1 Bulan -

21 Anggota MPD 1 Bulan -

-                           -                          311.787,00     -                          

Catatan :

1. Perangkat Desa dikurangi BPJS 1%

2. Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

DAFTAR GAJI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA

BULAN ..................

TAHUN ANGGARAN 2023

.......................................................

Kepala Desa

..........................., .......................

Jumlah

Jumlah                      

Bulan

6

Lampiran XVIII   :  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor    :  3 Tahun 2023
Tanggal  :   16 Januari 2023



Bidang : 01 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Bidang : 01.01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kegiatan : 01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No Nama
Status                              

(PNS,TNI,POLRI)

Jumlah                                                     

Siltap

Total                               

(Rp)

BPJS                           

1%                                

(Rp)

Jumlah yg 

dibayarkan                        

(Rp)

Nomor 

Rekening

1 2 4 5 7=5x6 8 9=7-8 10

1 Sekretaris Desa 2.224.500,00       1 Bulan 2.224.500,00       34.643,00       2.189.857,00       1 ..............................

2 Kasi .......... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       2 ..............................

3 Kasi .......... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       3 ..............................

4 Kaur ......... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       4 ..............................

5 Kaur ......... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       5 ..............................

6 Kadus ....... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       6 ..............................

7 Kadus ....... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       7 ..............................

8 Kadus ....... 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       8 ..............................

9 dst ............ 2.022.200,00       1 Bulan 2.022.200,00       34.643,00       1.987.557,00       9 ..............................

2.224.500,00       2.224.500,00       34.643,00       2.189.857,00       

Catatan :

Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Kaur Keuangan,

....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

Disetujui, Diverifikasi, ..........................., .......................

DAFTAR GAJI PERANGKAT DESA

BULAN ..................

TAHUN ANGGARAN 2023

Jabatan
Jumlah                      

Bulan
Tanda Tangan

3 6 11

Jumlah terbilang (.................................)

Lampiran XIX.b    :  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor    : 3  Tahun 2023
Tanggal   : 16   Januari 2023



Bidang : 01 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Bidang : 01.01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kegiatan : 01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No Nama
Status                              

(PNS,TNI,POLRI)

Jumlah                                                     

Siltap

Total                               

(Rp)

BPJS                           

1%                                

(Rp)

Jumlah yg 

dibayarkan                        

(Rp)

Nomor 

Rekening

1 2 4 5 7=5x6 8 9=7-8 10

1 Kepala Desa 2.426.700,00       1 Bulan 2.426.700,00       34.643,00       2.392.057,00       1 ..............................

2.426.700,00       2.426.700,00       34.643,00       2.392.057,00       

Catatan :

Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

..............................................................................................................

Kaur Keuangan,

Diverifikasi,Disetujui,

Kepala Desa,

....................................................... .......................................................

Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Jumlah

3

terbilang (.................................)

..........................., .......................

6 11

DAFTAR GAJI KEPALA DESA

BULAN ..................

TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah                      

Bulan
Tanda TanganJabatan

Lampiran XIX.a   : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor    : 3    Tahun 2023
Tanggal  : 16   Januari 2023



 

 

 

Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelaksana Kegiatan 

• SPP 

• Pernyataan 

Pertanggungjawaban 

Belanja 

• Bukti Transaksi 

 Sekretaris Desa 

 (Verifikasi) 

• Meneliti 

Kelengkapan 

• Menguji 

Kebenaran/tagihan 

• Menguji 

Ketersediaan Dana 

 Kepala Desa 

• Menyetujui 

 Kaur Keuangan 

• Membayar 

• Mencatat 

• Memungut Pajak 

 

Rekanan/Pihak Penyedia 

 

Kas Negara (Pajak) 
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BERITA ACARA 

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  

BERSUMBER DARI DANA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DESA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KECAMATAN .... . . . . . . . . . . . . . .  

TAHUN ANGGARAN .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  bulan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tahun ... . . . . . . . . . . . . .  . . .  yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jabatan :  Kepala Desa . .. . . . . . . . . . . . .  

  Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.  

Alamat  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA 

Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jabatan :  Ketua BPD 

Alamat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah 
menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana 
.. .. . . . . . . . . . . . .  Tahap . . .. . . . .  kepada PIHAK KEDUA dan Masyarakat, dengan rincian 
sebagai berikut :  

1.  Kegiatan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan Dana sebesar Rp.  .. . . . . . . . . . . . . . . .  

(Pembangunan .. . . . . . . . . . . . . . . .  Volume . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  

2.  Kegiatan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan Dana sebesar Rp.  .. . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Pembangunan .. . . . . . . . . . . . . . . .  Volume . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  

3.  Kegiatan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan Dana sebesar Rp.  .. . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Pembangunan .. . . . . . . . . . . . . . . .  Volume . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  

 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani 
kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana . 

 

PIHAK KEDUA 

KETUA BPD ………….  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PIHAK PERTAMA 

KEPALA DESA …….  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
 
 
1. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Penerimaan dari alokasi dana desa 
 

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Tahap 1 -                            -                            -                              

Tahap 2 -                            -                            -                              

Tahap 3 -                            -                            -                              

Tahap 4 -                            -                            -                              

-                            -                            -                               
 

*keterangan : 

• Terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai Rp. ........... untuk 
pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. 

• Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan 
Kepala Desa dan perangkat desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/kota ke rekening BPJS Keseharan (Intercept). 

 
2. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari : 
 

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Belanja Pegawai -                            -                            -                              

Belanja Barang dan Jasa -                            -                            -                              

Belanja Modal -                            -                            -                              

-                            -                            -                              

 
 

*keterangan : 

• Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran 
sebesar 1% dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditrasnper langsung oleh Pemda ke 
rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban kepala desa dan perangkat desa atas 
pembayaran iuran BPJS Kesehatan. 
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4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa (PAD) x x x x x x x x x x x x
4.1.1 Hasil Usaha Desa x x x x x x x x x x x x
4.2 Pendapatan Transper x x x x x x x x x x x x
4.2.1 Dana Desa (DDS) x x x x x x x x x x x x
4.2.2 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH) x x x x x x x x x x x x
4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) x x x x x x x x x x x x
4.3 Pendapatan Lain-Lain (DLL) x x x x x x x x x x x x
4.3.6 Bunga Bank x x x x x x x x x x x x
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah x x x x x x x x x x x x

JUMLAH PENDAPATAN x x x x x x x x x x x x

BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA x x x x x x x x x x x x
1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa x x x x x x x x x x x x …….
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA x x x x x x x x x x x x
2.1 Sub Bidang Pendidikan
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
2.2 Sub Bidang Kesehatan
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN x x x x x x x x x x x x
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan x x x x x x x x x x x x …….

dst ....
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT x x x x x x x x x x x x
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan …….

dst .... x x x x x x x x x x x x
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA x x x x x x x x x x x x

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana x x x x x x x x x x x x …….
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesa
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa x x x x x x x x x x x x …….

JUMLAH BELANJA x x x x x x x x x x x x

SURPLUS / (DEFISIT) x x x x x x x x x x x x

6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan x x x x x x x x x x x x
6.2 Pengeluaran Pembiayaan x x x x x x x x x x x x

PEMBIAYAAN NETTO x x x x x x x x x x x x

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN x x x x x x x x x x x x

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan ………….
2. Inspektorat Kabupaten

- INFOGRAFIK -
APBDes PERUBAHAN TAHUN 202……

DESA …………….
KECAMATAN …………………

 MENJADI 

 ANGGARAN  SUMBER 

DANA 

 BERTAMBAH/    

(BERKURANG) 

KODE 

REKENING
URAIAN

 SEMULA 

Pemerintah Desa ……… Kecamatan ……… Kabupaten OKU TIMUR bersama BPD telah menyelesaikan APBDes  Perubahan Tahun 202…… dengan 
mengembangkan Anggaran untuk Penyelengaraan Pemerintah dengan alokasi untuk Pembangunan, Pembinaan dan dan Pemberdayaan Masyarakat secara 
berkelanjutan.
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KODE 

REKENING

 SUMBER 

DANA 

4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa (PAD) x x x x x x x x
4.1.1 Hasil Usaha Desa x x x x x x x x
4.2 Pendapatan Transper x x x x x x x x
4.2.1 Dana Desa (DDS) x x x x x x x x
4.2.2 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH) x x x x x x x x
4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) x x x x x x x x
4.3 Pendapatan Lain-Lain (DLL) x x x x x x x x
4.3.6 Bunga Bank x x x x x x x x
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah x x x x x x x x

JUMLAH PENDAPATAN x x x x x x x x

BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA x x x x x x x x
1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa x x x x x x x x …….
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa x x x x x x x x …….

dst ....
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan x x x x x x x x …….

dst ....
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA x x x x x x x x
2.1 Sub Bidang Pendidikan
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) x x x x x x x x …….

dst ....
2.2 Sub Bidang Kesehatan
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) x x x x x x x x …….

dst ....
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa x x x x x x x x …….

dst ....
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN x x x x x x x x
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan x x x x x x x x …….

dst ....
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT x x x x x x x x
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan …….

dst .... x x x x x x x x
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA x x x x x x x x

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana x x x x x x x x …….
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesa
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa x x x x x x x x …….

JUMLAH BELANJA x x x x x x x x

SURPLUS / (DEFISIT) x x x x x x x x

6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan x x x x x x x x
6.2 Pengeluaran Pembiayaan x x x x x x x x

PEMBIAYAAN NETTO x x x x x x x x

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN x x x x x x x x

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan ………….
2. Inspektorat Kabupaten

 REALISASI 

ANGGARAN 

- INFOGRAFIK -

LAPORAN PELAKSANAAN APBDES

DESA …………….
KECAMATAN …………………

SEMESTER PERTAMA/AKHIR TAHUN ......

URAIAN  ANGGARAN 
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